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MOTTO

‘Manusia tidak akan pernah ménjadi manusia dalam arti yang
sesungguhnya tanpa bimbingan dan pendidikan''.

(Suwarno Atmosugondo)

Sumber : Pengalaman pribadi.

Jika seseorang dipercaya penuh unfuk mengelola dana yang berlimpah
namun tidak ada yang mengontrol, maka sebaik apapun reputasi orang
tersebut. pasti akar. mudah beruball karena adanya fakior abuse yang
terlalu besar".
(L. Suhardi)

Sumber : "Majalah Usahawan Nomor 02/Tahun XXVI/Februari 1998,

halaman 10.

il
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Surat Edaran Bank Ind

pnesia Nomor 30/2/UPPB Tanggal 30

April 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum.
Keputusan D
30/11/KEP/DIR Tanggal

Surat

ireksi Bank Indonesia Nomor

30 April 1997 Tentang Tata Cara

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB Tanggal 30

April 1997 Tentang Ta

Surat

30/12/KEPDIR Tanggal

a Cara Penilaian Tingkat Kesehatan
Benk Perkreditan Rakyat.

Keputusan  Direksi

Bank
30 April 1997 Tentang Tata Cara

Indonesia  Nomor

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.
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RING}

Berdasarkan pasal 29 ayat
1998 tentang Perubahan atas Und]
tentang Perbankan menyebutkan bj
Bank dilakukan oleh Bank Indonesia".

Semenjak dikeluarkannya keb
dalam dunia perbankan, maka dunig
perkembangan yang cukup mengg
menimbulkan kerawanan-kerawanan
timbulnya bank-bank bermasalah |

ry Universitas Jember

CASAN

I Undang-undang Nomor 10 Tahun
ang-undang Nomor 7 Tahun 1992

ihwa “Pembinaan dan Pengawasan

jaksanaan-kebijaksanaan pemerintah
| perbankan di Indonesia mengalami
jembirakan, namun disisi lain juga
dalam dunia perbankan, diantaranya
jang juga tidak lepas dari sistem

pengawasan yanyg dilakukan oleh B

oleh faktor internal maupun faktor-f

Indonesia, baik yang disebabkan
or eksternal.

Semakin beratnya beban yang dipikul oleh Bank Indonesia dalam

mengawasi dunia perbankan ditamb

lagi dengan adanya krisis ekonomi

dan moneter, sehingga memaksa pemerintah untuk menciptakan lembaga

baru yang bersifat sementara unt
dalam mengawasi serta menyehatki
dibentuklah Badan Penyehatan Perbaj
Berdasarkan uraian diatas, mal
judul “Pengawasan Bank Indonesia 7T
Satu Upaya Menciptakan Sistem
permasalahan diantaranya bagaiman
Bank Indonesia terhadap kinerja

membantu tugas Bank Indonesia
an kembali dunia perbankan, maka
nkan Nasional (BPPN).
Ka penyusunan skripsi ini mengambil
'erhadap Kinerja Perbankan Sebagai
Perbankan yang Sehat’ dengan
B sistem pengawasan yang dilakukan
perbankan, kendala-kendala vyang

dihadapi oleh Bank Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan Bank

Indonesia serta peranan Badan Per

pengawasan untuk turut serta mencip

lyehatan Perbankan Nasional dalam
takan perbankan yang sehat.
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Tujuan dari penyusunan skrip
pengawasan Bark Indonesia dan ug
untuk mengatasi xendala-kendala yaj
pengawasan perbankan.

Metodologi yang diperguna

dengan pendekatan yuridis normatif,

data menggunakan studi kepustakad
Indonesia Jember. Di dalam analisis
kualitatif.

Uraian fakta, dasar hukum darn

mendukung dan memberikan gamh
darl permasalahan sehingga dapat
kendala, dan upaya-upaya yang d
peranan BPPN dalam pengawasal
perbankan yang sehat.

D1 dalamm pembahasan, pad

melakukan pengawasan menggunaki
maupun tidak langsung, dengan kg

maupun eksternal. Upaya-upaya olg

\
Illl.qu

Universiths Jember

RPUSTRKAAN
ERITAS JEMBER

51 ini adalah untuk mengetahui sistem
paya yang dilakukan Bank Indonesia
ng timbul, serta peranan BPPN dalam

ikan dalam penyusunan skripsi ini
sedangkan prosedur pengumpulan
in dan konsultasi dengan pihak Bank
data menggunakan metode deskriptif

landasan teori juga dituangkan untuk
aran dalam melakukan pembahasan
ditarik kesimpulan mengenai sistem,
llakukan oleh Bank Indonesia serta
1 bank guna menciptakan sistem

a dasarnya Bank Indonesia dalam
Al sistem pengawasan yang langsung
ndala-kendala yang bersifat internal
h Bank Indonesia dalam mengatasai

kendala tersebut adalah pembe
sistem pengawasan serta perb
pendukung dalam pengawasan, yaity
BPPN.

Adapun saran-saran yang daj
Indonesia lebih mengefektifkan
perbankan serta perlunya peningk

mendukung pada terciptanya sistem

N

terhadap sumber daya manusia,
terhadap sarana dan prasarana

) salah satunya dengan pembentukan

pat disumbangkan adalah agar Bank
pengawasannya terhadap kinerja
atan kinerja BPPN, sehingga lebih

perbankan yang sehat.

VI
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BAI
PENDAK

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebag
(TAP MPR RI NOMCR IV/ MPR/ 1
kualitas manusia dan masyarakat
berkelanjutan, berlandaskan kemamp
kemajuan imu pengetahuan dan
tantangan perkembangan global, yaj
pada kepribadian bangsa dan 1

ry Universitas Jember

B 1
IJULUAN

yaimana tertuang dalam GBHN 1999
P98) merupakan usaha peningkatan
Indonesia yang dilakukan secara
puan nasional dengan memanfaatkan
tekhnologi serta memperhatikan
ng dalam pelaksanaannya mengacu

lilai luhur yang universal untuk

mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan

sejahtera, maju serta kukuh keky

pembangunan nasional bidang kehidy

atan moral dan etikanya. Dalam

Ipan yang satu dengan yang lainnya

adalah bagian vang integral diantaranya adalah bidang hukum dan

ekonomi, dan perbankan sebagai
merupakan jantung dari perekonornial

Seiring perkembangan, perul
terjadi di era globalisasi, khususnya
yang pada gilirannya membaw;
pembangunan nasional, maka diz
pemerintah diantaranya melalui kej

perbankan, agar perbankan nasional

perbankan yang sehat, efisien, dar

kepentingan masyarakat. (Faisal Afiff,

satu sektor bidang ekonomi yang

.

pahan dan gejolak internasional yang

bidang ekonomi sektor perbankan
pengaruh stabilitas

idalkan oleh

ijaksanaan-kebijaksanaan di sektor

A terhadap

antisipasi-antisipasi

mampu berkembang melalui sistem

| tangguh yang dapat memelihara
1996:1).
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Kebijaksanaan-kebijaksanaan

Pengerahan dana masyarakat,
kemudahan pembukaan kantd

lembaga keuangan bukan b;
pendirian dan usaha bank p
sertifikat deposito serta perluas

ry Universitas Jember
2

| yang diambil oleh pemerintah dalam
pankan pada dasarnya memiliki tujuan

yang diantaranya dilakukan melalui :
r bank, pembukaan kantor cabang
ank, pendirian bank swasta baru,
erkreditan rakyat (BPR), penerbitan

an tabungan.

Ekspor non migas, dalam hal ipi memerlukan pelayanan perbarnkan
yang makin baik dan lebih lyas. Untuk ini diperlukan langkah-

langkah, diantaranya adalah : perluasan bank devisa, pendirian bank

campuran, pembukaan kantor cabang pembantu bank asing,

penyempurnaan mekanisme S

yang dipermudah.

WAP, dan perdagangan valuta asing

Efisiensi lembaga-lembaga keyangan dan perbankan. Dalam rangka

peningkatan efisiensi perbarkan dan lembaga keuangan perlu

diciptakan iklim usaha yang lebih mendorong usaha-usaha tersebut

bersaing secara sehat, yang djantaranya dapat diciptakan melalui :
penempatan dana BUMN dan BUMD bukan bank pada bank swasta
dan lemnbaga keuangan bukah bank, perluasan jumlah bank dan

kantor cabang, pengenaan Batas Maksimum Pemberian Kredit

(BMPK) untuk meningkatkan

daya tahan bank dan lembaga

keuangan bukan bank dalam memelihara kesehatannya;

Kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter

yang diantaranya dilakukan melalui : likuiditas wajib minimum dan

operasl pasar terbuka;
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5. Iklim pengembangan pa
pengembangan pasar mod
perpajakan yang seimbang tex
bunga deposito dan pengl

berharga lainnya, dilakukan 1
berjangka, sertifikat deposito ¢
bank dan lembaga keuangan
modal (Dokumentasi CSIS tg
1997:8).

Semenjak dikeluarkannya
pemerintah dalam bidang monete
perbankan mengaiami perubahan y.
lahirmya bank-bank baru, sehinggal
kelebihan jumlah bank (Over Bank
dampak terhadap kinerja bank yang
yang dilakukan oleh Bank Indones

ry Universitas Jember
3

modal. Untuk meningkatkan
diperlukan antara lain perlakuan
hadap penghasilan yang berasal dari
nasilan dari saham atau surat-surat
melalui ;| pajak atas bunga deposito
lan tabungan, peningkatan partisipasi
bukan bank dalam menunjang pasar
ntang dunia Ekuin dan Perbankan,

berbagai macam kebijaksanaan
I keuangan dan perbankan, sektor
ANg cukup pesat diantaranya adalah :
bisa dikatakan di Indonesia terjadi
ed) yang pada gilirannya membawa
| bersangkutan dan juga pengawasan

sla menjadi kurang terkontrol serta

mengundang resiko dan kerawanan. Berdasarkan hasil kajian yang

dilakukan oleh Econit Advisory Gt
Laksamana Sukardi (dalam Suara Ka
faktor yang membuat sektor perb
Pertama adalah terlalu banyaknya jus
239 bank (termasuk 16 bank vyd

oup (EAG) yang disampaikan oleh
'ya, 27 November 1997) terdapat lima
ankan di Indonesia menjadi rawan.
mlah bank yang beroperasi mencapai
ng telah dilikuidasi) dimana pada

umumnya skala useha bank-bank itu kecil dan modalnya sangat minim. Hal

ini akan mengakibatkan penurunan &
intermediasl dan sulitnya bersaing
Kerawanan kedua adalah lemahnya

hatian oleh otoritas moneter sehing

fisiensi perbankan, peningkatan biaya
di tingkat regional maupun global.
penegakan hukum dari aturan kehati-

ga membuat aturan-aturan itu tidak
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banyak membawa manfaat. Kerawa]
yang bermasalah. Banyak orang me
melakukan tindakan-tindakan tidak tey]
tindakan krniminal. Kerawanan keemps
yang rendah dan banyaknya terdapa
yvang kelima adalah profil likuiditas
jangka pendek sehingga membuat
likuiditas.

Banyaknya kerawanan-kera;
perbankan makin menuntut Bank Ij
pengawasannya terhadap Kkinerja

perbankan yang sehat, efisien, dan tar

masyarakat terhadap lembaga }
kemampuan lembaga perbankar
masyarakat,

Satu di antara beberapa sub
10 Tahun 1998 Tentang Perubahan A
1992 Tentang Perbankan adalah penj
Kewenangan perijinan bank yang ser
dialihkan kepada Bank Indonesia, s
jawab Bank Indonesia menjadi uff
pengawasan dan pengenaan sank
meningkatkan kemandirian Bank Ind
perbankan (Susiyati B. Hirawan, 1998

ry Universitas Jember
4

nan ketiga adalah banyaknya bank
manfaatkan sekior perbankan untuk
puil yang bisa dikategorikan sebagai
nt adalah kualitas portofolio pinjaman
t kredit bermasalah. Dan kerawanan
perbankan yang didominasi dana
perbankan nasional rawan gejolak

wanan yang ada dalam sektor
idonesia untuk lebih meningkatkan
perbankan agar
1gguh sehingga fingkat kepercayaan
perbankan  akan

tercipta sektor

terjaga melalui
| dalam menjaga kepercayaan
tansi pokok Undang-Undang Nomor
tas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
egasan kemandirian Bank Indonesia.
nula berada pada Menteri Keuangan
chingga kewenangan dan tanggung
hh dalam | perijinan, pengaturan,
csi terhadap bank. Hal ini akan
Dnesia sebagail otoritas moneter dan
9).

Indepern:densi Bank Indonesja dijamin dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Ban
menyebutkan bahwa pada intinya p

k Indonesia, dimana dalam pasal 9
ihak lain dilarang melakukan segala
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bentuk campur tangan terhadap pd
Bank Indonesia wajib menolak daj
campur tangan darl pihak manapun
Pihak lain yang dimaksud adalah

termasuk pemerintah dan atau lemba
dimaksud dengan segala bentuk car
pihak lain yang secara langsung atay
kebijakan dan pelaksanaan tugas B4
dalam pengertian campur tangan aq
pihak lain atau bantuan teknis y4

permintaan Bank Indonesia dalam 13

Bank Indonesia sebagaimana diam
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesi
Sebagaimana tersebut pad
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999
Bank Indonesia adalah mencapai d
Dalam mencapai dan memelihara
memiliki tugas yaitu :
1. Menetapkan dan melaksan
2. Mengatur dan menjaga kel
3. Mengatur dan mengawasi b
Dalam rangks melaksanakan penga
Bank Indonesia menetapkan peratu
atas kelembagaan dan kegiatan
mengenakan sanksi terhadap bank §
undangan. Agar kegiatan perbankan

melalui perannya yaitu sebagai lemb

|

ry Universitas Jember
5

laksanaan tugas Bank Indonesia dan

N atau mengabaikan segala bentuk

dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

semua pihak diluar Bank Indonesia,

ga-lembaga lainnya, sedangkan yang

npur tangan adalah segala perbuatan

tidak langsung dapat mempengaruhi

nk Indonesia. Namun tidak termasuk
lalah kerjasama yang dilakukan oleh
Ing diberikah oleh pihak lain atas
ingka mendukung pelaksanaan tugas

atkan dalam Undang-Undang Nomor
a.

pasal 7 Undang-undang Republik
ntang Bank Indonesia bahwa tujuan
memelihara kestabilan nilai rupiah.
stabilan nilai rupiah Bank Indonesia

kebijakan moneter:

aran sistem pembayaran;

iwasan terhadap kinerja perbankan,
ran, memberikan dan mencabut ijin
usaha tertentu dari bank serta
besual dengan ketentuan perundang-

di Indonesia dapat mencapai sasaran

Aga penunjang efektifitas pelaksanaan
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kebijakan moneter dan sebagai

menghimpun dana dari masyaraka

masyarakat.

Dalam pasal 29 ayat (1) U
Tentang Perbankan sebagaimana 1
Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkar]
bank dilakukan oleh Bank Indo
mengatur pengawasan Bank Indond

bahwa dalam kegiatan perbankan h

ry Universitas Jember

embaga intermediasi yang bertugas
t dan menyalurkannya kembali pada

ndang-undang Nomor 7 Tahun 1992
elah diubah dengan Undang-undang
| bahwa :"Pembinaan dan pengawasan
nesla”. Adanya aturan-aturan yang
sia terhadap perbankan menunjukkan

aruslah dilakukan pengawasan secara

ketat oleh Bank Indonesia agar pefbankan di Indonesia berjalan sesuai

relnya sehingga lebih meningkq
terciptanya sistemn perbankan Indong

Krisis ekonomi yang terjadi
membawa dampak negatif terha
disebabkan oleh adanya krisis kepd
banyaknya kebijakan deregulasi di

yang keliru (Misjudgement) dan
dibidang moneter dan perbankan

perbankan, maka terasa semakin b
Indonesia, sehingga Pemerintah men
Nasional (BPPN) melalui Keputusal
dengan tujuan untuk menyehatkan &

mengembalikan kepercayaan masy

dalam negeri.

Adanya perubahan terhadaj
lahirmya Keputusan Presiden Nomor
pembuat Undang-undang telah m

tkan dan lebih mendukung pada
psia yang sehat.
pada pertengahan tahun 1997, telah
Hap sektor perbankan, diantaranya
rcayaan terhadap sektor perbankan,
sektor perbankan, adanya penilaian
kesalahan kebijakan (Policy Error)
serta adanya kebijakan restrukturisasi
erat beban yang dipikul oleh Bank
nbentuk Badan Penyehatan Perbankan

rembali Perbankan nasional sekaligus

arakat internasional dan masyarakat

p Undang-undang Perbankan setelah
21 Tahun 1998 menunjukkan bahwa
elakukan upaya untuk memberikan

n Presiden Nomor 27 Tahun 1998
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landasan secara yuridis atas kebel
Nasional (BPPN). Sebagaimana dist
Undang-undang Nomor 10 Tahun

a

1
menurut penilaian Bank Indonesig
membahayakan perekonomian nasi
Pemerintah setelah berkonsultasi
Republik Indonesia (DPR RI1) dap
bersifat sementara dalam rangka
dari badan Xaiusus ini diantarany
terhadap bank-bank bermasalah ya
penyelesalan aset-aset bank baik ag
debitur melalw Unit Pengelolaan Ase
uang negara yarrng telah tersalur ke
tugas-tugas dari badan khusus terse
yang dibebankan kepada Badan
sebagaimana diatur dalam Keputus
tentang Pembentukan Badan Pen
Keputusan Presiden Nomor 34 tahunm
dan kewenangan dari Badan Penye
Dalam hal ini peranan Badan Penyd
diabaikan begitu saja karena pdl
Penyehatan Perbankan Nasional dilaK
perbankan yan
perbankan Indonesia. Peran yang si
Perbankan Nasional adalah memul

membedah bank-b|

khususnya sektor

dengan cara

mengamputasinya (melikuidasi ) sajal

y Universitas Jember
7

daan Badan Penyehatan Perbankan

ebutkan dalam pasal 37 A ayat (1)

998 menyebutkan bahwa “‘Apabila
terjadi kesulitan perbankan yang

brial, atas permintaan Bank Indonesia,
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
at membentuk badan khusus yang
penyehatan perbankan'. Tugas-tugas
a adalah
ing diserahkan oleh Bank Indonesia,

et fisik maupun kewajiban-kewajiban

melakukan penyehatan

U serta pengupayaan pengembalian
pada bank-bank. Dalam realitasnya

but sama persis dengan tugas-tugas

Penyehatan Perbankan Nasional

an Presiden Nomor 27 tahun 1998

lyehatan Perbankan Nasional dan

1998 yang mengatur tentang tugas

hatan Perbankan Nasional ( BPPN ).
hatan Perbankan Nasional tidak bisa
da dasarnya pembentukan Badan
ukan untuk mengatasi krisis ekonomi
g saat ini sedang dihadapi dunia
ingat krusial dari Badan Penyehatan
hkan sektor perbankan yang sakit
ank  yang sakit

untuk kemudian

bila bank yang sakit tersebut sudah
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tidak ada harapan untuk sehat lagi

y Universitas Jember

serta melakukan penyuntikan modal

(Rekapitalisasi) terhadap bank-bamk yang sakit namun masih memiliki

harapan untuk bisa diselamatkan. Jadi pada dasarnya keberadaan dari

Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah turut mengatasi dampak

yang ditimbulkan oleh adanya gejolak moneter, khususnya terhadap

sektor perbankan nasional dalamh

hal pengawasan, pembinaan dan

penyehatan terhadap bank-bank ydng bermasalah berdasarkan penilaian
yang telah dilakukan oleh Bank [ndonesia untuk menciptakan sistem

perbankan yang sehat.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup di sini digun

untuk memberikan batasan judul

skripsi guna menghindari salah pengertian dan meluasnya pembahasan

dari judul skripsi ini, yaitu “Pengaw.
Perbankan Sebagai Satu Upaya M

an Bank Indonesia Terhadap Kinerja
enciptakan Sistem Perbankan yang

Sehat”, Penyusun membatasi ruang lingkupnya pada bidang pengawasan

perbankan sebagaimana diatur dengan Undang-undang Perbankan

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun

1899 Tentang Bank Indonesia dengan mengaitkan peranan Badan

Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana diatur dengan Keputusan

Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tenf
Perbankan Nasional (BPPN).

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian singkat

diadakan pembatasan masalah agar ti

ang Pembentukan Badan Penyehatan

ersebut di atas maka perlu kiranya
dak menimbulkan adanya kekaburan
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dalam mengidentifikasi sehingga &
diharapkan dan permasalahan yang
1. Bagaimanakah sistem pengawas
terhadap kinerja perbankan ?

Kendala-kendala apa yang dihad

0o

pengawasan terhadap kinerja pe
Bagaimanaksh Bank Indonesia

_(,\)

dihadapi dalam melakukan pengdl
Bagaimanakah peranan Badan Pg
melakukan pengawasan perb
perbankan yanc sehat ?

1.4 Tujuan Penulisan

Suatu penulisan karya ilmial
ataupun sasaran tertentu yang akan g
penyusunan skripsi ini, juga memiliki
dicapail dlantaranya adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak
adalah :
. untuk memenuhi salah satu persy
guna mencapal gelar sarjana huki
Jember;
untuk lebih mendekatkan ilmu p

hukum sebagal karya nyata ke dal

2.

ankan guna menciptakan

n sesual dengan apa yang telah
dibahas adalah sebagai berikut:
yang dilakukan oleh Bank Indonesia

pi Bank Indonesia dalam melakukan
ankan ?

mengatasi kendala-kendala yang
asan terhadap kinerja perbankan ?

nyehatan Perbankan Nasional dalam

sistem

n sudah selayaknya memiliki tujuan
licapai, demikian pula halnya dengan

tujuan ataupun sasaran yang hendak

dicapal dari penyusunan skripsi ini

aratan pokok yang bersifat akademis

im pada Fakultas Hukum Universitas

engetahuan kKhususnya disiplin ilmu
am Tri Dharma Perguruan Tinggi.
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1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak
adalah:
1. Untuk mengetahui sistem peng
Indonesia terhadap kinerja perbat
Untuk mengetahui kendala-kend
dalam melakukan pengawasan ter
Untuk mengetahui upaya-upaya
dalam mengatasi kendala-kendala
pengawasan terhadap kinerja pef

Untuk mengetahui peranan Ba
perbankan yang sehat.

1.5 Metodologi

Metode idrniah merupakan f3
ilmiah, karena merupakan cara-cara
dan mengkaji kebenaran serta untuk
dan dapat dipertanggungjawabkan
merupakan pedoman cara memah
iingkungan yang dihadapi. Dapat
merupakan unsur mutlak yang |
pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5.1 Pendekatan Masalah
Dalam penyusunan skripsi ini
digunakan adalah yuridis normatif,

ry Universitas Jember

10

dicapai dari penyusunan skripsi ini

awasan yang dilakukan oleh Bank
ikan;

lala yang dihadapi Bank Indonesia
hadap kinerja perbankan:

yang dilakukan oleh Bank Indonesia

yang dihadapi dalam pelaksanaan

bankan.

Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN) daleum melakukan peng:lij;san perbankan guna menciptakan

ktor penting dalam penulisan karya
untuk menemukan, mengembangkan

menjalankan prosedur yang benar

becara ilmiah. Selain itu metodologi
ami, menganalisa dan mempelajari
lah dikatakan, bahwa metodologi

harus ada dalam penelitian dan

metode pendekatan masalah yang

faitu suatu cara untuk memberikan
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analisa atau kajilan dan penjelasan
yang ditinjau dari ketentuan-ketent]
berhubungan dan terkait dengan
Hanitijo Soemitro, 1990:97).

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang diperd
diperoleh melahii :
l. Sumber data primer
Sumber data primer adalah |
dari lapangan yang berupa hasil
sumber yang berwenang, yang daj
cilakukan secara langsung dengan j
Jember.
2. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalal
cara mengkaji bahan pustaka, p
berlaku dan laporan-laporan Banl
penyusunan skripsi ini.
3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah

majalah, koran, kiping dan artik

penyusunan skripei ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data d4

1. Studi literatur

ry Universitas Jember

11

tentang pokok-pokok permasalahan
lan dalam hukum positif yang saling
penerapan dalam prakiek. ( Ronny

leh dalam penyusunan skripsi ini

sumber data yang diperoleh langsung
wawancara dan konsultasi dengan
lam hal ini wawancara dan konsultasi

pihak Tim Pengawasan Bank Indonesia

1 sumber data yang diperoleh dengan
eraturan perundang-undangan yang

¢ Indonesia yang berkaitan dengan

sumber data yang diperoleh dari
el serta dokumen yang mendukung

llam penyusunan skripsi ini meliputi :
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Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

membaca dan mengkaji bahan Mepustakaan yang berkaitan dengan

rumusan masalah yang akan dibphas. Kepustakaan tersebut berupa
buku-buku pendukung, dokumen-

dan artikel yang digunakan untuk

peraturan perundang-undangan,
dokumen, kliping, majalah, koran,
menjawab permasalahan yang ada.
2. Wawancara atau interview
Merupakan metode pengumpplan data yang diperoleh dengan cara
mengadakan wawancara dengan p

adalah pihak Bank Indonesia Jember

lhak yang berwenang, dalam hal ini
khususnya Tim Pengawasan Bank.

1.5.4 Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul tersebut lalu dilakukan analisis
sehingga dapat digunakan sebagai hahan bahasan yang bersifat deskripsi
yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas
asalahan dan dibandingkan dengan

ada di lapangan. Dalam melakukan

mengenal apa yailg menjadi permnj
berbagai teori dan praktek yang
analisis data dan permasalahan yang dibahas, penyusun menggunakan
metode deskriptif kualitatif yaitu | suatu metode untuk memperoleh

gambaran singkat mengenai suatu [permasalahan yang tidak didasarkan

atas bilangan statistik tetapi didasarki
norma-norma dan kaedah-kaedah hy
yang akan dibahas (Ronny Hanitijo Sq

Sedangkan penarikan kesimn
menggunakan penarikan kesimpuld
menarik kesimpulan dari yang bers]

yang bersifat khusus.

an atas analisa data yang diuji dengan
ikum yang berkaitan dengan masalah
pemitro, 1990:98).

jpulan dalam skripsi ini penyusun
In secara deduktif vyaitu suatu cara

fat umum menuju pada pembahasan
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BAB II
FAVTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI
2.1 Fakta
Berdasarkan laporan tahupan Bank Indonesia tahun 1999

menunjukkan bahwa, kondisi perbamnkan di Indonesia secara umum belum

menunjukkan tanda-tanda perbaikan
berjalan lambat karena komplek dg
dihadapi sebagai akibat parahnya
perbankan dan begitu banyaknya
nasional yang rapuh sebagai akibat
diperburuk oleh adanya tekanan-te
tukar dan suku bunga yang tinggi sq
memicu penarikan dana perbankar
permasalahan perbankan juga menj
terdapatnya berbagal kelemahan i
bersumber dari manajemen yang|
kompetensi dan integritas baik
Rendahnya kompetensi dan integril
lemahnya manajemen resiko yang
pelanggaran terhadap ketentuan kel
sektor usaha yang beresiko tinggi sd
hati. Sebagai dempak terganggunya
krisis, Kinerja perbankan juga semak

Sementara itu, kinerja profi
bahkan menjadi negatif. Hal ini d
operasional

sebagal akibat mgd

. Proses pemulihan kondisi perbankan
n besarnya skala permasalahan yang
ketidakseimbangan neraca di sektor
pank bermasalah. Kondisi perbankan
berbagai kelemahan internal semakin
kanan eksternal, seperti gejolak nilai
rta ketidakpastian kondisi politik yang
| secara besar-besaran. Penyelesaian
adi tidak mudah sebagai akibat masih
nternal yang bersifat struktural yang
tidak independen serta rendahnya
pengelola maupun pemilik bank
tas manajemen bank mengakibatkan
antara lain terlihat pada banyaknya
hati-hatian dan penanaman dana pada
rta strategl pandanaan yang tidak hati-
fungsi intermediasi perbankan selama
in memburuk.

abilitas perbankan menurun drastis,
lisebabkan oleh terjadinya kerugian

enggelembungnya  aktifa  produktif

13
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bermasalah khususnya terhadap| kredit yang diberikan dan adanya
negative spread. Penurunan profitabilitas dalam tahun laporan dapat dilihat
terutama dari memburuknya nisbdh laba terhadap total asset (retwrn on
assefROA) dan nisbah Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan
Operasicnal (BOPO) pada hampir seluruh bank umum. Sedangkan
permasalahan yang dialami oléh Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
diantaranya adalah persaingan yang tajam, rendahnya tingkat modal,
lemahnya manajemen dan dalam tasa krisis, beberapa BPR mengalami
kegagalan usaha dan kesulitan liuiditas yang parah. Kelemahan pada
sektor perbankan juga berkaitan dengan faktor pengawasan yang kurang
obyekiif oleh Bank Indonesia.

Guna menciptakan perbankdn yang sehat pemerintah menetapkan
program restrukturisasi perbankan yang Dbersifat menyeluruh, terrmasuk
penetapan exi’ polcyyang tegas. Program ini mencakup berbagai langkah
stratedis yang berintikan kebijakan fintuk memperbaiki kondisi solvabilitas
dan profitabilitas bank, mempertahankan kelangsungan hidup bank yang
berprospek baik (viable) dan mengaktifkan kembali fungsi perbankan
sebagai lembaga intermediasi. Program tersebut tetap difokuskan pada
empat pilar kebijakan yaitu program penyehatan perbankan khususnya
program rekapitalisasi perbankan, perbaikan kondisi internal perbankan,
penyempurnaan perangkat hukum| perbankan dan peningkatan fungsi
pengawasan perbankan.

2.2 Dasar Hukum

. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah:
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Undang-undang Nomor 23 T
(Lembaran Negara Republik Ing
Undang-undang Nomor 10 Tj
Undang-undang Nomor 7 Tahu
Negara Republik Indonesia Tah
Surat Edaran Bank Indonesia N¢
tentang Tata Cara Penilaian Ting
Surat Keputusan Direksi Baj
Tanggal 30 April 1997 tentang 1]
Bank Umum,

ry Universitas Jember
&3

ahun 1999 tentang Bank Indonesia
lonesia Tahun 1999 Nomor 66);

phun 1898 tentang Perubahan Atas
n 1992 tentang Perbankan (Lembaran
un 1998 Nomor 182);

pmor 30/2/UPPB Tanggal 30 April 1997
ykat Kesehatan Bank Umum;

Ik Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR
fata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB Tanggal 30 April 1997

tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan

Rakyat;
Surat Keputusan Direksi Barn
Tanggal 30 April 1997 tentang ]
Bank Perkreditan Rakyat:
Peraturan Bank Indonesia Ng
Kemampuan dan Kepatutan (Fit
Peraturan "ank Indonesia Non
Status Bar k dan Penyerahan Bax
Fepublik Indonesia
Pembentukan BPPN;

Keppres

k Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR
[ata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan

mor 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian
and Proper Test)

nor 2/11/PBI/2000 tentang Penetapan
1k kepada BPPN:
Nomor 27 Tahun

1998 tentang

Keppres Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas

dan Kewenangan BPPN;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95
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Tahun 1999 dan terakhir diubal
99 Tahun 1999 tentang BPPN.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Bank

Menurut Somary (dalam

mendefinisikan bark adalah badan

nasabah, baik dalam bentuk kredit 4
panjang. Dana yang diperlukan dala

ry Universitas Jember
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1 dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Prathama Rahardja, 1997 64)
yang aktif memberikan kredit kepada
perjangka pendek, menengah maupun

im pemberian kredit tersebut berasal

dari modal yang disisihkan dari anggaran belanja negara untuk bank

pemerintah, dan modal saham untuX
tersebut tidak mencukupi kebutuhi
pengumpulan dana melalui kredit ]
dari bank-bank delam negeri dan i

menerbitkan obligasi dan menerbitka

Menurut G.M. Verrijn Stuart
memberikan definisi bahwa bank

memuaskan kebutuhan kredit, bai
sendirl maupun yang diperoleh ¢

mengeluarkan alat-alat penukar baru

Menurut FE. Perry (dalam
perusahaan yang berhubungan deng
dari nasabah, memberikan pelayanz
deposito yang dilakukannya atas
nasabah dan memberikan pinjam

[ swasta, Apabila modal yang disetor
Annya, maka bank dapat melakukan
ikuiditas dari bank sentral, pinjaman
lar negeri, menerbitkan saham baru,
N sertifikat bank.

dalam Thomas Suyatno dkk, 1999:1),
adalah badan yang bertujuan untuk
k dengan alat-alat pembayarannya
lari orang lain, atau dengan jalan
berupa uang giral.

Komaruddin, 1994:28) bank adalah
jan uang, menerimanya atas deposito
in kepada nasabah dalam penarikan
permintaan, menghimpun cek untuk

an atau menginvestasikan surplus

deposito hingga diperlukan untuk pembayaran,
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Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

memberikan kredit dan jasa dalam| lalu lintas pembayaran dan peredaran

uang.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Npmor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank

adalah badan usaha yang menglimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentiik lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.

2.3.2 Pengertian Perbankan

Menurut Kamus Besar Bahash Indonesia, Perbankan adalah segala
Sesualu yang menyangkut tentang bank. Sedangkan pada pasal 1 angka 1
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan perbankan adalah segala

sesuatu yang

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.3.3 Fungsi Perbankan

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992

tentang Perbankan fungsi utama per
dan penyalur dana masyarakat, Ditir

kegiatannya mempunyai fungsi sebag

al berikut :

bankan adalah sebagai penghimpun
Jau secara umum, perbankan dalam
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a. Sebagal pencipta uang
Dalam kaitannya dengan pencipt
bank primer yaitu apabila ia
sekunder yaitu bank yang tidak
kegiatannya ia berfungsi sebagai |

- Sebagal penampung uang masyai

Sepagal penampung dana mas;y

ry Universitas Jember
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aan uang, bank dapat dibedakan atas
dapat menciptakan uang dan bank

dapat menciptakan uang dan dalam

perantara dalam perkreditan.;
rakat
yarakat, bank melaksanakan operasi

perkreditan pasif, karena bank hanya menerima dana dari pihak luar

terutama masyarakat. ;

. Sebagai penyalur dana ke masyar]
Dalam kaitan ini bank melaksanal
modal yang berasal dari simpat
lainnya disalurkan oleh bank kep
pemberian kredit. (Bambang Sung
Selain fungsi perbankan secar
bank juga memiliki fungsi sebagai
dana dan jasa di antaranya adalah s¢
beli efek, melakukan pengiriman ua
menyediakan dan penyil
melakukan emisi saham dan obligasi
asuransi, memberikan garansi, me
(Imam Syakir, 1983:5).

tempat

Sedangkan Muhammad Djum!

fungsi perbankan di Indonesia adal
lender) yaitu wahana yang dapat o

masyarakal secara efektif dan ef

akat
Kan operasi perkreditan aktif, karena
lan masyarakat dan atau dari pihak

ada pihak-pihak yang membutuhkan
gono, 1995:11).

A umurn sebagaimana tersebut diatas,

lembaga yang memberikan fasilitas
pbagal perantara dalam transaksi jual
ng, meng-inkaso wesel dan tagihan,
mpanan  barang-barang berharga,
sebagai perantara dalam penutupan

mberikan informasi dan preferensi

hana (1996:71) menyebutkan bahwa
Al sebagal pedagang dana (money
lenghimpun dan menyalurkan dana

sien dan sebagai lembaga yang
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melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran serta sebagai
penghubung antar nasabah dalam shatu transaksi

2.3.4 Usaha Perbankan
Pada prinsipnya kegiatan Perbankan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdiri dari tiga golongan,
yaitu .
1. Kegiatan penyaluran dana oleh Hank kepada masyarakat
Kegiatan penyaluran dana oleh suatu bank dilakukan dalam beberapa
bentuk dan diantaranya adalah pemberian kredit, penanaman modal
dalam surat-surat berharga, penyertaan equity ke dalam perusahaan-
perusahaan tertentu serta pendnaman modal ke dalam real estate
dalam hal-hal tertentu;
2. Kegiatan penarikan dana oleh bank
Karena pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga intermediary,
maka di samping kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, bank
tersebut juga memiliki kegigtan berupa penarikan dana dari
masyarakat;

3. Kegiatan secara fee based income
Kegiatan ini raerupakan pembBerian jasa-jasa perbankan tertentu
dimana untuk itu bank yang rhelakukan kegiatan akan menerima
Imbalan jasa berupa fee. Kegiatan perbankan yang dapat digolongkan
pada kegiatan fee based incoma ini yang secara eksplisit disebutkan
dalam Undang-undang Nomor 1Q Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 tahun 992 tentang Perbankan di antaranya
adalah :
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d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas
kepentingan dan/atau nasabah, yakni terhadap suatu surat
berharga berupa surat-suraf wesel, surat pengakuan hutang atau
kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan negara dan surat
jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, surat
dagang berjangka waktu maksimum | tahun dan surat-surat
berharga lain dengan jangka aktu maksimum 1 tahun:

b memindahkan uang baik untiik kepentingan bank sendiri ataupun
untuk kepentingan nasabah:

C. menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana
kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrumen
berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau
Intsrumen-instrumen lainnya:

d. menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antat pihak ketiga:

€. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang

akan diaciministrasikan secara terpisah dengan harta bank:

9. melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat
pada bursa efek:

h. membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan

Syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya

dicairkan;

melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit dan wali amanat;
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank

seperti bank garansi, trust dan lain-lain. (Munir Fuady, 1999:8-10).
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Pada dasarnya tata perbankan di Indonesia dikelompokkan menjadi

tiga, yaitu :
1. Bank Sentral

Bank Sentral adalah lembaga [negara yang mempunyai wewenang

untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran, mengatur

dan mengawasi perbankan serta

menjalankan fungsinya sebagai|lender of the last resort. Di Indonesia

hanya ada satu bank sentral d4n sesuai dengan penjelasan pasal 33
ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebut Bank Indonesia (BD.

2. Bank Umum

Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usahg

secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha dari bank umum

dapat dilakukan secara konvengional sebagaimana diatur dalam Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor (32/1/UPPB Tanggal 12 Mei 1999 dan
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR Tanggal

12 Mei 1998 tentang Bank Umum, maupun berdasarkan prinsip

syari'ah sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 32/2/UPPB Tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang
Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
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3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

ry Universitas Jember
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Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undeng Nomor 7 Tahun|1992 tentang Perbankan adalah bank

yvang melaksanakan kegiatan

berdasarkan prinsip syari'ah

yang dalam kegiatannya

usaha secara konvensional atau

tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR

dapat menggunakan prinsip kohvensional atau berdasarkan prinsip

syariah. BPR vyang dalam kegiatannya menggunakan prinsip

konvensional diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
32/3/UPPB Tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR

Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank

Perkreditan Rakyat. Sedangkan untuk BPR yang menggunakan prinsip

Syari'ah diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/4/UPPB
Tanggal 12 Mei 1999 dan Surgt Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 32/36/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Berdasarkan

Prinsip Syari'ah.

2.3.6 Kriteria Bank Sehat

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang

terkait, baik pemilik dan pengelola Bank, masyarakat dan pengguna jasa
bank maupun Bank Indonesia selaku [pengawas dan pembina bank. Untuk

menjaga kesehatan bank, pengelola b

ank harus memahami dan menyadari

sepenuhinya hal-hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan dalam

melaksanakan kegiatan usaha bank (B

ambang Sunggono, 1995:114).
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Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

30/2/UPPB 30 April 1997 tentang Tta

Cara Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum bahwa bank umum yang sehat adalah bank umum yang

memenuhi kriteria sebagai berikut
1. Faktor permodalan

Bahwa bank umum wajib memelihara Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum (KPMM) minimal adalah 8 %,

Do

Penilaian KAP dipercleh dar

Faktor Kualitas Aktifa Produktif (KAP)

perbandingan antara Penyisihan

Penghapusan Aktifa Produktif [PPAP) terhadap PPAP yang Wajib

Dibentuk (PPAFWD);
3. Faktor Manajemen

Penilaian Faktor Manajemen didasarkan pada 100 aspek dengan

memberikan penekanan pada manajemen umum dan manajemen
resiko yang melekat pada berbggai kegiatan usaha bank, dan untuk
bank umum bukan devisa penilai4n didasarkan pada 85 aspek;

4. Faktor Likuiditas

Penilaian rasio kredit terhadap dana yang diterima dilakukan secara
berjenjang sajalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya;
5. Faktor Pelaksanaan Ketentuan yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan

Bank

Dalam faktor ini pemenuhan keténtuan Kredit Usaha Kecil (KUK) dan
Kredit Ekspor (KE) dikeluarkan dari penilaian tingkat kesehatan bank.
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB
Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa penilaian terhadap tingkat
kesehatan BPR didasarkan atas faktor-faktor sebagal berikut :
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Di dalam hal ini BPR wajib memelihara Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum (KPMM) minimal 8 %;

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

KAP diperoleh Jari perbandingan antara 'Penyisihan Penghapusan
Aktifa Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang Waijib Dibentuk (PPAWD);

3. Faktor Manajemen
Penilaian didasarkan pada 25

aspek dengan penekanan pada

manajemen umum dan manajemen resiko yang melekat pada berbagai

kegiatan usaha BPR;
4. Faktor Likuicitas

Penilaian diperoleh dari komponen rasio kredit terhadap dana yang
diterima bank, alat likuid terhadap hutang lancar dilakukan secara

berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya;

5. Pembobotan Faktor Penilaian

Dalam hal ini faktor permodalan berbobot 30 % dan faktor manajemen

berbobot 20 %.

Dari pasal 2 Surat Keputusah Direksi Bank Indonesia Nomor
30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 entang Tata Cara Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 30/12/KEP/DIR Tanggal 30 Apmil 1997 tentang Tata Cara Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Perkreditah Rakyat, pada dasamya dapat
dikatakan bahwa tingkat kesehatan bafik dapat dinilai dengan pendekatan

kualitatif atas berbagai aspek yang bet
dan kondisi suatu bank, sehingga dari
dikatagorikan sebagai bank yang sehi
tidak sehat.

pPengaruh terhadap perkembangan
hasil penilaian tersebut bank dapat
Al, cukup sehat, kurang sehat dan
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Berdasarkan pasal 6 Surat Kel

30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 199

Kesehatan Bank Umum dan Suraf
30/12/KEP/DIR Tanggal 30 April 199
Kesehatan BPR, pada dasarnya dapaf
sehat, cukup sehat dan kurang sehat

apabila terdapat;

a. Perselisihan intern yang diperk

dalam bank yang bersangkutan:
b

sendiri;

Window Dressing dalam pemb

Secara materiil dapat berpengarul
sehingga mengakibatkan penilaian
Praktek "bank dalam bank” at

pembukuan bank:

memenuhi kewajiban kepada pihak
Praktek perbankan lain yang meny
kelangsungan usaha bank dan atau

Di sisi lain, Widjonarto (1997:
tingkat kesehatan bank di Indonesia me
Adequecy Assets Quality, Manaje
Sufficiency) plus, karena disamping md
meliputi unsur-unsur CAMEL, juga dinil

Campur tangan pihak-pihak dj
(manajemen) bank, termasuk did
yang mengakibatkan salah satu

Kesulitan keuangan yang meng

ry Universitas Jember
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Putusan Direksi Bank Indonesia Nomor
[ tentang Tata Cara Peenilaian Tingkat
Keputusan Bank Indonesia Nomor
I tentang Tata Cara Penilaian Tingkat
dikatakan bahwa predikat bank yang
dapat diturunkan menjadi tidak sehat

irakan akan menimbulkan kesulitan

| luar bank dalam kepengurusan
alamnya kerjasama yang tidak wajar

atau beberapa kantornya berdiri

ukuan dan atau laporan bank yang
h terhadap keadaan keuangan bank
yang keliru terhadap bank;

du melakukan ussha bank dj luar

akibatkan ketidakmampuan untuk
ketiga;

Impang yang dapat membahayakan
menurunkan kesehatan bank.

105) mengatakan bahwa penilaian
nggunakan sistem CAMEL (Capital,
men, Earning  Ability, Liquidity
nilai keadaan keuangan bank yang

ai keadaan atau unsur-unsur yang
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tidak termasuk dalam keadaan ket
plus, yaitu kepatuhan terhadap per4
peraturan di bidang perbankan.

2.3.7 Pengertian Bank Indonesia

Menurut Undang-undang Ng
Indonesia bahwa yang dimaksud ]
Republik Indonesia sebagal lemb
campur tangan pemerintah dan atau ]
hal yang diatur secara tegas diatur dé
Bank Indonesia sebagai badan hukui
Di dalam pelaksanaan tugasnya, B
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia diperiksa oleh Badan Pe
pemeriksaan BPK disampaikan kepag
sebagal badan hukum oleh undang-
kejelasan wewenang Bank Indonesial
yeng terlepas dari Anggaran Pendap
sebagal badan hukum publik Bank
peraturan dan mengenakan sanksi d
kedudukan Bark Indonesia adalah di
namun Bank Indonesia Juga dapat met
Republik Indonesia sebagai kantor]
Indonesia di luar wilayah Republik In
Bank Indonesia di luar negeri. Kantor-
kegiatan Bank Indonesia sesuai deng

Bank Indonesia berasal dari kekaya

ry Universitas Jember
26

langan bank yang merupakan faktor

turan-peraturan khususnya peraturan-

mor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Bank Indonesia adalah Bank Sentral
pga yang independen, bebas dari
pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-
ilam undang;undang dan keberadaan

N yang berdasarkan undang-undang.

ank Indonesia menyampaikan laporan

(DPR) dan laporan keuangan Bank

meriksa Keuangan (BPK) dan hasil

da DPR. Bank Indonesia dinyatakan
undang dimaksudkan agar terdapat
dalam mengelola kekayaan sendiri
atan dan Belanja Negara (APBN) dan

Indonesia berwenang menetapkan

alam batas kewenangannya. Tempat

Ibukota Negara Republik Indonesia,
miliki kantor-kantor di dalam wilayah
cabang dan kantor-kantor Bank
idonesia sebagai kantor perwakilan
Kantor tersebut melakukan kegiatan-

AN tugas dan wewenangnya. Modal

Al negara yang dipisahkan, yang
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merupakan penjumlahan dari modl, cadangan umum, cadangan tujuan,

dan bagian dari laba serta hasil revaluasi asset dan atau setoran modal dari

kekayaan negara yang dipisahkan.
Menurut Ali Wardhana (dalam Rahardjo dkk, 1995:8 1) bahwa ciri-

cirl dari Bank Indonesia adalah -

. Mengemban tugas untuk mengatjr mata uang;

2. Melaksanaken kegiatan perbankan umum serta memberikan jasa

pelayanan perbankan kepada ne para;

Menjaga dan memelihara cadangan kas bank-bank komersial’

Memelihara dan mengelola cadangan devisa negara;

Menerima tanggung jawab sebagai sumber terakhir peminjaman;

Menyelenggarakan kegiatan klirj g diantara bank-bank:

Melakukan kontrol terhadap kredit sesuai dengan kebutuhan bisnis

N e oo w

dalam rangka menyelenggarakan kegiatan kebijjaksanaan moneter
yang digariskan oleh negara;

8. seperti yang dirumuskan oleh De Kock menyangkut apa yang
seharusnya tidak dilakukan oleh Yhank sentral yaitu melakukan kegiatan
yang biasa dilakukan oleh bank dagang.

2.3.8 Tugas dan Tujuan Bank Indonesia

Tugas dari Bank Indonesia sgbagaimana tertuang dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah
1. Tugas menetapkan dan melaksandkan kebijakan moneter

Di dalam melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter ini. Bank
Indonesia berwenang untuk :
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Di dalam mengatur dan menjaga }
Indonesia berwenang :

a.
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menetapkan sasaran monetet

yang citetapkannya serta ma

ry Universitas Jember
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dengan memperhatikan laju inflasi
lakukan pengendalian moneter baik

dengan prinsip konvensional maupun syari'ah;

memberikan kredit atau pem]
untuk jangka waktu maksimal g

untuk mengatasi kesulitan pe

playaan berdasarkan prinsip syari'ah
)0 (sembilan puluh) hari kepada bank
ndanaan jangka pendek dari bank

yang bersangkutan:
melaksanakan kebijakan nilai
yang telah ditetapkan:
mengelola cadangan devisa

menerima pinjaman luar negeri;

tukar berdasarkan sistem nilai tukar

melalui transaksi devisa maupun

menyelenggarakan survei berkala atau sewaktu-waktu baik bersifat

makro maupun mikro ataupurn

memberi penugasan kepada pihak

lain untuk melakukan survei ter sebut.

lcaran sistemn pembayaran,

celancaran sistern pembayaran Bank

melaksanakan dan memberikan persetujuan maupun ijin atas

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;

mewajibkan penyelenggara ]
laporan tentang kegiatannya;
menetapkan penggunaan alat
mengatur sistem kliring antar

asa sistem untuk menyampaikan

embayaran:

bank dalam mata uang Rupiah dan

atau valuta asing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atay

pihak lain atas persetujuan Bany
menyelenggarakan penyelesaid
bank dalam mata uang Rupiah @

t Indonesia;

I akhir transaksi pembayaran antar

lan atau valuta asing,
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I menetapkan macam, hargs
bahan yang digunakan dan 1
pembayaran yang sah:

9. mengeluarkan dan menged

menarik dan memusnahkan u
3. Tugas mengatur dan mengawasi X

Di dalam rangka pelaksanaan tu

Bank Indonesia Inempunyai kewe

4. menetapkan ketentuan-ketent

kehati-hatian:
- di dalam perijinan mencak{
pembukaan, penutupan dan pg
bersetujuan atas kepemilikas
memberikan ijin kepada bank
tertentu;
mewajibkan bank untuk meny

penjelasan sesuai dengan tata

Indonesia;
melakukan pemeriksaan terhd
sewaktu-waktu bila diperlukan;
memerintahkan bank untuk men
seluruh kegiatan transaksi terter
Indonesia terhadap suatu trans
pidana di bidang perbankan;
mengatur dan mengembangkan
melakukan tindakan-tindakan te
menurat penilaian Bank Indone

ry Universitas Jember
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, Cil uang yang akan dikeluarkan,
anggal mulai berlakunya sebagai alat

arkan uvang rupiah serta mencabut,
ang yang dimaksud dari peredaran
Dank

Jas mengatur dan mengawasi bank,
langan, diantaranya adalah -

8N perbankan yang memuat prinsip

P pemberian ijin, mencabut Ljin

mindahan kantor bank, memberikan
1 dan kepengurusan bank serta
untuk melakukan kegiatan-kegiatan

ampaikan laporan, keterangan dan

cara yang ditetapkan oleh Bank

ldap bank baik berkala maupun
ghentikan sementara sebagian atau
tu apabila menurut Penilaian Bank

aksi patut diduga merupakan tindak

sistem informasi antar bank:

rientu terhadap suatu bank, Jika
sia membahayakan kelangsungan
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usaha bank yang bersangkutan| dan atau sistem perbankan maupun

terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian

nasional.
4. Tugas di bidang hubungan dengan|pemerintah

Dalam melakukan hubungan dengan pemerintah Bank Indonesia

memiliki peran, di antaranya adalal:

a. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah :

b. Bank Indonesia untuk dan atas|nama pemerintah dapat menerima
pinjaman luar negeri, menatauskhakan serta. menyelesaikan tagihan
dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri;

¢. Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

d. Membantu pemerintah dalam generbitan surat-surat utang negara
yang diterbitkan pemerintah.

S. Tugas Bank Indonesia dalam hubungan internasional, diantaranya
adalah:

& melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan
lembaga internasional:

b. bertindak unwuk dan atas nama hegara Republik Indonesia sebagai
anggota lembaga Internasional dan atau lembaga Multilateral.

6. Tugas Bank Indonesia dalam akuntabilitas dan anggaran, meliputi:

a. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka
melalui media massa pada sétiap awal tahun anggaran yang
memuat eveluasi pelaksanaan| kebijakan moneter pada tahun
sebelumnya, rencana kebijakan| moneter dan penetapan sasaran-

Sasaran moneter untuk tahun vyang akan datang dengan
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mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi

ekonomi dan keuangan;

b. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan

wewenangnya kepada Dewan| Perwakilan Rakyat (DPR) setiap tiga

bulan dan wajib memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan

tugas dan wewenangnya bila
(DPR);

diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat

C. mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada

publik melalui media massa,

Negara Republik Indonesia.

d. menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita

Sedangkan Tujuan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam
pasal T Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah adalah meliputi

kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur dengan laju

inflasi serta kestabilan terhadap mata UAng negara lain yang diukur dengan
mata uang negara lain perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata
uang negara lain. Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memeliharg

kestabilan nilai 1upiah ditopang dengar tiga pilar utama, yaity

1.
2.
3.

kebijakan moneter dengan prinsig kehati-hatian;

sistem pembayaran yang cepat dan tepat;
sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

2.3.9 Pengawasan Bank Indonesia

Menurut Undang-undang Nomdr 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawasan
langsung oleh Bank Indonesia dalam bentuk pemeriksaan yang di susul
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dengan tindakan-tindakan perbaikanl dan pengawasan tidak langsung

adalah pengawasan dalam bentuk dini melalui penelitian, analisis dan

evaluasi laporan bank yang di awasi dleh Bank Indonesia

Menurut Binhadi (dalam Rapat Kerja Bank Indonesia, 1991:79),
dilakukannya pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank adalah
untuk lebih memungkinkan pada erciptanya perbankan yang sehat
sehingga mampu melakukan kegiatannya secara optimal dengan tetap
berpegang pada prinsip kehati-hatiay, sehingga bank benar-benar dapat
menjalarkan perannya baik sebagal lembaga penunjang efektifitas
pelaksanaan kebijakan moneter maypun sebagai lembaga intermediasi
yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali kepada masyarakat. Dari ddanya pengawasan Bank Indonesia
terhadap perbauxan juga akan membawa manfaat bagi para pihak yang
terkait yaitu :

l. bagi pemilik sebagai penanggung resiko atas modal yang
ditanamkannya adalah lebih terjamin hak atas deviden dan nilai
tambah modal serta memilih pimpinan bank yang profesional dan
bermoral tinggi sekaliqus memberi rambu kepada pemilik untuk tidak
memanfaatkan bank melalui perlakuan  khusus dalam bidang
perkreditan maupun jasa-jasa bank lainnya;

2. bagi pimpinan dan karyawan bank yang bersangkutan sebagai pelaku
dan penggerak organisasi bank adlalah dapat lebih menerapkan dan
melaksanakan kebijaksanaan operasional bank secara profesional
dengan tetap mematuhi normainorma profesionalisme dibidang
perbankan dan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan bank yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga kepentingan masyarakat
dapat lebih terlindungi;
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bagi masyarakat pengguna
memungkinkan mendapat pelayar
keamanan atas dana yang diperca
bagi pemeriksa ekstern adalah da
serta permasalahan yang ada pad
didukung standar akuntansi pe
pencatatan aktifitas yang ada sehi
yang tidak menimbulkan salah inte
bagi Bank Indonesia adalah dapat

dan

SJJ

landasan yang memung
sebagaimana tersebut pada angk
sekaligus untuk menciptakan sist

guna mendorong terwujudnya perk

2.3.10 Badan Penyehatan Perbankan N

BPPN adalah sebuah lembaga
Presiden Nomor 27 Tahun 1998 yary
bertanggung jawab kepada Menteri X

yang tersebut dalam pasal 2 Keprd

jasa
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bank adalah dapat lebih
an yang sebaik-baiknya dan jaminan

yakan kepada bank;

pat lebih mengetahui perkembangan
fa bank yang bersangkutan dengan
rbankan yang dapat menampung
ngga dapat memberikan gambaran
rpretasi ;

lebih secara aktif menciptakan iklim
jkinkan peiaksanaan mekanisme
a | sampai dengan 4 diatas serta

P pengawasan bank yang efektif

bankan yang sehat.

lasional (BPPN)

yang dibentuk melalui Keputusan
J berada langsung di bawah serta
euangan. Tugas BPPN sebagaimana
2s Nomor 27 Tahun 1998 adalah

melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan pemerintah pada

bank umum sebagaimana dimaksud d
melakukan pengawasan, pembinaan

restrukturisasi bank yang oleh Bank Ing
melakukan tindakan hukum lain yang dl

bank yang tidak sehat.

Menurut Xeppres Nomor 27

Badan Penyehatan Perbankan Nasional

alam Kepres Nomor 26 Tahun 1998,
dan upaya penyehatan termasuk
lonesia dinyatakan tidak sehat, serta
iperlukan dalam rangka penyehatan

-

Fahun 1998 Tentang Pembentukan
BPPN dipimpin oleh seorang ketua
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yang diangkat dan diberhentikan dleh Presiden sedangkan personalia

pimpinan lainnya dari BPPN ditetajl;an

mendapat pertimbangan dari Gube
diperlukan bagi pelaksanaan tugas

nNegara yang dipisahkan dan sumber

keberadaan BPPN yang bersifat

oleh Menteri Keuangan setelah
Bank Indonesia. Segala biaya yang
BPPN dibebankan kepada kekayaan
lain yang sah. Sehubungan dengan

sementara maka setelah tercipta

perbarkan yang sehat BPPN dibubarkan dan segala harta kekayaannya

menjadi milik negara.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repositary Universitas Jember

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Sistem Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kinerja Perbankan
Sebagaimana diketahui bahwg bank dalam menjalakan usahanya,
menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan pada
bank atas dasar kepercayaan. Oleh| karena it setiap bank harus tetap
berupaya menjaga kesehatannya dan terus memelihara kepercayaan
masyarakat yang diberikan kepadanya sehingga diperlukan pengawasan
yang dalam hel ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Sejalan dengan hal
tersebut, pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

memberikan wewenang dan kewajlban kepada Bank Indonesia untuk

melakukan pengawasan terhadap b

Di dalam upaya mengoptimalkan pengawasan Bank Indonesia
terhadap kinerja perbankan maka dibutuhkan kemandiran atau
independensi dari Bank Indonesia, katena kenyataan sejarah menunjukkan
bahwa bank sentral yang independen dalam melaksanakan
kebijaksanaannya memegang tiga fungsi yang utama yaitu kebijaksanaan
moneter, kebijaksanaan sistem pembayaran serta kebijaksanaan
pengawasan dan peraturan perbankan. Independensi Bank Indonesia
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
adalah Independensi yang bertanggung jawab. Independensi Bank
Indonesia adalah independen di dalam pemerintahan, tetapi bukan berarti
seluruhnya independen dari negara. |[Maksudnya bahwa Bank Indonesia
independen dalam melaksanakan tugasnya namun bukan berarti Bank

Indonesia tidak boleh bekerja samd dengan pihak lain karena tidak

35
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mungkin Bank Indonesia mencapai ty
pihak lain. Jadi, independensi yang a
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
dan kaku, namun haruslah dilakukas
sehingga harus diakui bahwa di
phasycological barrier di dalam meng
khususnya interpretasi terhadap ind
(Miranda S. Goeltom, dalam /furnal A
41).
Sedangkan Sukowaluyo Mintg
Indonesia, April 2000:43-45) meng
Indonesia harus ditempatkan dalam X

ry Universitas Jember
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juannya tanpa ada kerjasama dengan
da dalam Undang-Undang Nomor 23
tidaklah dapat diartikan secara ketat
1 pemahaman secara lebih hati-hati,
dalam pemahaman itu harus ada
jinterpretasikan sesuatu secara lurus
ependens] terhadap Bank Indonesia.
asar Modal Indonesia, April 2000:38-

rahardjo (dalam jurnal Pasar Modal
jatakan bahwa independensi Bank
ferangka akuntabilitas publik, bangsa

dan negara. Independensi Bank Indonesia harus dijabarkan karena

akuntabilitas merupakan imbangan dj
sendiri. Di dalam Undang-Undang N
Indonesia independensi Bank Indone!
pada pemberian laporan yang terby
penilaiannya belumlah dirumuskan
sanksl, sehingga independensi Bank
karena banyak yang belum tercove
dari Bank Inconesia juga tercermin
yang sebelum dan pada saat indepe
perubahan sehingga ketika dibe
Independensi Bank Indonesia memili

arl independensi Bank Indonesian itu
jomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
sla dalam akuntabilitas hanya sebatas
ka dan transparan namun mengenai
terlebih lagi mengenai pengenaan
Indonesia sebenamya masih sumir
r. Belum tercovernya independensi
dari kondisi Bank Indonesia antara
enden dari sisi pejabatmya tidak ada
dah tidak jelas independensinya.
Ki peran ganda, dimana disatu pihak

mempunyai tugas dalam rangka perjentuan kebijaksanaan moneter, yaitu

menjaga kestabilan kurs dan inflasi, té
authority yang melakukan pengawas

ptapi dipihak lain sebagai supervisory
an dan pembianaan terhadap bank.
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Tetapi, dari semua sistem, yang
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penting selain independensi dan itu

melekat didalamnya, adalah akuntabilitas, sehingga independensi Bank
Indonesia harus ditempatkan dalam rangka akuntabilitas kepada rakyat

bangsa dan negara. Sehingga
independensi Bank Indonesia dan

dan negara merupakan problema
situasi riil.

dapatlah dikatakan bahwa antara
akuntabilitas terhadap rakyat bangsa
antara hukum, kemauan politik dan

Di dalam melakukan pengawasannya Bank Indonesia melakukan

upaya-upaya balk yang bersifat

prevensi dalam bentuk ketentyan-

ketentuan perbankan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan

maupun  tindakan-tindakan yang

bersifat represi dalam bentuk

pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan. (Supramono Gatot,

1897:29),

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank

Indonesia, menyatakan bahwa “Bank

Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan

penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”,

Penyampaian laporan, keterangan dah penjelasan dari bank kepada Bank

Indonesia merupakan instrumen dalam pengawasan yang lebih bersifat
prevensi. Sedangkan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 23

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 1
melakukan pemeriksaan terhadap b
setlap waktu apabila diperlukan". Pej

dalam pengawasan yang lebih bersifaf

dituntut kepekaan dan keproaktifan

perbankan agar lebih mengetahui dinaj

nenyatakan bahwa “Bank Indonesia
ank, baik secara berkala maupun
meriksaan ini merupakan instrumen

represif, dimana dalam hal ini Jebih
Bank Indonesia terhadap kondisi

mika dalam sektor perbankan.
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Menurut Binhadi (dalam
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Raker Bank Indonesia, 1991:51)

ndkan perbankan yang sehat sistemn
gunakan enam jalur pengawasan yang

Landasan operasional yang harys ditaati oleh dunia perbankan

Landasan operasional diperluks
bank-bank dalam menjadikan
bidang keuangan yang dapat
operasional bagi bank dimulai
ketentuan perijiman dan dilanjutk
berupa prinsip kehati-hatian

usahanya, kriieria yang perlu

usaha dan pedoman untuk me

n untuk dapat dijadikan pedoman bagi
dirinya sebagai lembaga perantara di

dipercaya. Oleh karena itu landasan

sejak awal pendiriannya dalam bentuk
can dengan pedoman operasional yang
yang diperlukan dalam menjalankan
dipenuhi dalam melakukan perluasan

ertahankan tingkat kesehatan.

Mekanisme pengawasan yang memungkinkan deteksi dini

Pengawasan yang dilakukan terhadap sebuah bank pada dasarnya
dimaksudkan untuk memantau [resiko yang dikandung oleh lembaga
tersebut yang disebabkan oleh persaingan pasar, struktur kepemilikan

dan kepengurusan serta keu

bersangkutan. Untuk memun
pengawasan dilaksanakan dengs
disampaikan oleh bank, informal

penunjang kegiatan bank serta

sumber lainnya. Dari laporan-lay

gan yang dimiliki oleh bank yang
gkinkan dilakukannya deteksi dini,
AN menggunakan laporan-laporan yang
sl yang bersumber dari sarana-sarana
informasi yang berasal dari sumber-

poran bank yang disusun secara benar

dan tepat waktu diharapkan ddpat dilakukan pengamatan mengenai

perkembangan keadaan keuangan dan pola pokok operasional bank.

Oleh karena itu pelaporan bank yang mencakup materi, kecermatan

data serta kecepatan penyamp

plannya merupakan salah satu aspek
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yang perlu secara terus-menery
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s diamati dan disempurnakan.

Informasi yang bersumber dari sarana penunjang kegiatan bank juga

merupakan aspek yang penting sehingga sistem informasi melalul

sarana-sarana tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal. Dalam pada

ity,

kesehatan bank, informasi dari s

sesuai dengan prinsip Kketerpaduan dalam mengupayakan

er-sumber lain merupakan aspek

yang tidak boleh diabaikan sehingga analisis yang dilakukan terhadap

suatu bank dapat didasarkan atas data yang lebih komprehensif.

Metode pemeriksaan yang dapat

ngungkapkan kondisi bank secara

obyektif. Untuk memeperoleh hasil pemeriksaan yang obyektif,

diperlukan

a. cara penilaian aktiva produkfif yang didasarkan pada faktor

kuantitatif dan kualitatif;

b. cara pemeriksaan yang antisipatif terhadap kegiatan dan produk-

produk baru bank;
. cara penilaian yang tepat

pemeriksaan, penentuan sampe

menghasilkan kesimpulan yang

metode pemeriksaan tersebul

pemeriksa bank yang cukup

mempunyal integritas dan mox

pemeriksa pank yang mement

cara evaluasi hasil pemeriksa;

. laporan pemeriksaan yang g

dari obyek pemeriksaan, walktu
| bank dan kantor yang diperiksa;

an yang konsisten sehingga dapat
tepat;

byektif dan tepat waktu, dimana
harus ditunjang oleh tersedianya

jumlahnya dan cakap, berdedikasi,

al yang tinggi sehingga pengadaan

hhi persyaratan tersebut merupakan

prograrm yang perlu diprioritagkan, disamping pemanfaatan tenaga

dari sumbei-sumber lain seper]

4. Mekanisme pengawasan yang efe

ti akuntan publik.
Ietif
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Mekanisme pengawasan yang efektif mengandung dua aspek yaitu
komunikasi yang terbuka dan cdra pemecahan masalah yang tepat.
untuk itu, maka hasil deteksi @ini dan hasll pemeriksaan perlu
dimanfaatkan secara tepat dalam rangka pengawasan bank.
Mekanisme pengawasan yang efektif dapat pula dimanfaatkan sebagai
sarana koraunikasi dalam rangkal perubahan pola pikir pemilik dan
pengurus bank. Dalam pada itu tersedianya tenaga yang mampu

berkomunikasi secara efektif dan Inampu mencari upaya penyelesaian
masalah juga merupakan hal yang perlu diprioritaskan.
Penerapan sarksi dan metode penyelesaian masalah

Sanksi dapat berupa sanksi yang formal maupun sanksi yang

didasarkan kepada kasus-kasus

yang diterapkan atas hasil

pengawasan. Sanksi

formal dapat berupa sanksi denda atau
administrasi. Dalam pada itu, s$ecara kasuistis dapat dilakukan

penerapan sanksi

seperti pempatasan pendirian Kantor bary,

perluasan jenis usaha dan ekspansi kredit serta penggantian pimpinan
bank. Dalam hal diperlukan, penggabungan usaha bank dan atau
pengalihan sebagian atau seluruh $aham bank kepada investor baru,
merupakan alternatif penyelesaian masalah.

Sarana penunjang peningkatan efisiensi dan kelancaran usaha bank.

Di samping jalur pPengawasan yang| berkaitan langsung dengan bank-
bank secara individual, diperlukan sarana penunjang dalam rangka
peningkatan dan efisiensi kelancdran usaha bank maupun dalam
rangka perubaran pola pikir pihakipihak yang terkait dengan upaya
peningkatan kesehatan bank. Sarana penunjang ini dapat berupa
lembaga pelayanan seperti Kliring, sistem informasi kredit serta pasar

uang dan pasar valuta asing maupiin dalam bentuk dorongan untuk
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menciptakan kondisi yang menjlirus kepada kesamaan pola pikir.
Dalam hubungan ini penyebaran pemahaman tentang fungsi dan
peranan bark merupakan upaya yang perlu dilakukan secara
berkesinambungan.
Namun pada dasarmya, efeltifitas dari  sistem pengawasan
perbankan juga perlu ditunjang oleh beberapa prinsip, di antaranya
adalah:
1. Desentralisasi dalam pelaksanaan pengawasan bank sehingga terjadi
komunikasi timbal balik antara Bank Indonesia selaku pengawas bank,
dengan dunia perbankan dan pihgk-pihak lain yang berkepentingan,
sehingga dapat berjalan dengan cepat, lancar dan obyektif;
2. Kaderisasi dan peningkatan kualitas yang terus menerus dari
pelaksanaan pengawasan bank| (Wawancara dengan Staf Tim
Pengawasan Bank Indonesia Jember).

3.2 Kendala-Kendala yang Dihadapi Bank Indonesia dalam Melaksanakan
Pengawasan Terhadap Kinerja Perbankan
Secara umum kendala-kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam
melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan adalah :

1. Faktor sumber daya manusia '
Adanya kendala-kendala dalam pengawasan terhadap kinerja
perbarnkan yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga disebabkan oleh
terbatasnya sumber daya manusia baik dalam skala kuantitas maupun
dalam sklala kualitas. Dalam skala kiantitas nampak dari adanya jumlah
bank yang harus diawasi dengan tenaga yang mengawasi belum

menunjukkan adanya perbandingan yang proporsional sehingga
terkesan dalam pengawasan perbankan jumlah tenaga yang ada terlalu
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dipaksakan yang pada gilirannya ju
hasil pengawasan perbankan yang
segl kualitas masih terbatasnya kenj
karena kurangnya sarana dan iy
menciptakan tenaga pengawas bat
kurangnya pendidikan dan latihan
para pengawas bank.

Kurangnya fasilitas yang dimiliki
hambatan penting dalam pengawas
Bank Indonesia terhadap kinerja g
juga tidak lepas dari pendanaan vj
pihak pengawaspun harus mengatu
tugas yang dilaksanakan oleh 1}
pengawasan perbankan dapat
(Wawancara dengan Staf Tim Pengs
Sedangkan menurut rangkury
(1996:91-94) menyebutkan bahwsa
Indonesia dalam bidang pengav
adalah:
Pola kerja dedicated team
Dedicated team yang bertanggun
berada di bawah pengawasanny

pola kerja yang mampu mengha

ry Universitas Jember
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0a dapat menghambat diperolehnya
obyektif dan efisien. Sedangkan dari
lampuan darl tenaga pengawas bank
prasarana yang mendukung untuk
1k yang handal, di antaranya adalah
| pengawasan perbankan terhadap

pleh pengawas bank juga menjadi
san perbankan yang dilakukan oleh
perbankan, Keterbatasan fasilitas ini
ang tersedia sehingga dalam hal ini
r serapl mungkin agar dari tiap-tiap
Bank Indonesia khususnya urusan
berjalan sebagaimana mestinya
\wasan Bank Indonesia Jember).

nan hasil kinerja Bank Indonesia
. permasalahan yang dihadapi Bank

vasan perbankan pada umumnya

g jawab penuh terhadap bank yang
a, belum sepenuhnya menerapkan

silkan sinergi dari sebuah tim yang

terdini dari berbagai keahlian pengawasan perbankan dan berbagai

jenjang senioritas atau kepangkatan. Hal ini tercermin dari beberapa

hal sebagai berikut :
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. Masih terdapat kecenderungat
sebelum reorganisasi, antara 14
berjenjang; '
. Terdapamya pola kerja me
pengembangan organisasi ked
inovatif dan kreatif. Pola ker]
mex

merumuskan alternatif kebijaks

menjadi kurang dapat

. Pelaksanaan pengawasan per
driven supervision masih bd
karena masih adanya berbag
sistem informasi yang belum m
. Tim cenderung untuk mela)
langsung yang bersifat umum
karena pola risk driven superv
menyebabkan dedicated team
meskipun hanya untuk menyele
bersifat rutin. Sebagai akibatr
menjadi belum memadai, sel
permasalahan yang dihadapi 4
optimal,
. Dedicated team di Urusan Pe
yang mengawasi BPR dalam j
berbagai permasalahan yang

umum.

Sumber Daya Manusia dan /ob |

ry Universitas Jember
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1 penerapan pola kerja lama seperti

in dengan penyelesaian tugas secara

kanistis yang kurang mendorong
rah pembentukan tim yang dinamis,
a tersebut telah mengakibatkantim
igembangkan kemampuan dalam’
anaan dalam pengawasan bank;

pankan langsung dengan pola risk
lum dapat 'dﬂaksanakan, terutama

jai kendala berupa prasarana dan

emadai;

ksanakan pengawasan perbankan
yang memerlukan banyak tenaga
ision belum dapat dijalankan. Hal ini
selalu merasa kekurangan tenaga
saikan tugas pengawasan bank yang
ya, analisis terhadap kinerja bank
hingga pengawasan dini terhadap
ank belum dapat dihasilkan secara

ngawasan Bank Perkreditan Rakyat
hmlah yang cukup banyak dengan

tidak kalah rumitnya dengan bank

Description
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Dalam hal ini sebagian besar dédicated team belum memiliki tenaga

yang mempunyal kemampuan ¢an keahlian khusus sesuai dengan

keglatan bank yang diawasi. Selhin itu, tenaga-tenaga yang memiliki

kemampuan untuk melaksanakan audit komputer masing-masing

urusan pengawasan bank masih terbatas baik kualitas maupun

kuantitas. Pengawas BPR juga perlu dibekali kemampuan untuk
berkomunikasi sebagai konsultan|karena sebagian besar pengetahuan

perbankan pengurus BPR masih Kurang memadai. Belum adanya Job

description bagi setiap level jabgtan juga merupakan kendala yang

perlu penanganan khusus.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dihara pkan dapat mendukung pelaksanaan

lugas pengawasan bank, berupa penyediaan data pengawasan

perbankan yang terkini melalui teknologi informasi yang layak, serta

pedoman pelaksanaan pengawagan bank yang baku pada saat ini

masih banyak mengandung kelemahan, sehingga menyebabkan

pengawasan bank menjadi kurang
4. Bult in Control dalam pelaksanaan

efektf.
pengawasan bank

Dengan tugas dedicated team yang sepenuhnya bertanggung jawab

terhadap pengawasan bank, maka dalam jangka panjang hubungan

antara pengawas dengan bank yang diawasi menjadi rutin sehingga
kurang sensitif terhadap permasdlahan atau kondisi bank, sehingga

memerlukar. suatu sistem atau mekanisme yang dapat meningkatkan

pengawasan yang bersifat melekat
Di dalam pelaksanaan pengawas
(KBI) masih menghadapai beberapa h3

mbatan, di antaranya adalah :

san bank oleh Kantor Bank Indonesia
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KBI
pengawasan terhadap Bank H

belum sepenuhnya
kerjanya karena besarnya
misalnya berkaitan denga
penambahan modal dan pel
yang tidak memenuhi persyat
Dalam hal terdapat keterkaitd
KBI masih memerlukan koord
Terdapat hambatan dalam ]
pemilik dan atau pengurusny
KBI. Hambatan tersebut antar
dan keterbatasan tenaga peng
Masih terdapat perbedaan p
dan tanggung jawab KBI, khul
yang memerlukan judgen
kesehatan bank, persetujuan j

overdratft.

3.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan B4
Kendala yang Dihadapi Dalan
Kinerja Perbankan

Untuk mengoptimalkan dan

Indonesia terhadap kinerja perbani

penyempurnaan organisasi sektor pé

kerja di sektor perbankan mampu 1

secara lebih efektif dan efisien, deng]

bank serta mengoptimalkan sumb

n pemberian

nent,

ry Universitas Jember
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dapat melaksanakan wewenang

embangunan Daerah (BPD) di wilayah

campur tangan pemerintah daerah

rekomendasi untuk

ubahan pemilik serta pengurus BPD
ratan;

in dengan dana Bank Indonesia, maka
Inasi dengan Kantor Pusat;
penyelesaian bank bermasalah yang
a berkedudukan di luar wilayah kerja

a lain mengenai masalah komunikasi
awas perbankan;

enafsiran mengenai batas wewenang

susnya dalam pengambilan keputusan

misalnya judgement tingkat

pembebasan atau pengurangan denda

ink Indonesia untuk Mengatasi Kedala-
I Melakukan Pengawasan Terhadap

mengefektifkan pengawasan Bank

fan, maka Bank Indonesia melakukan
prbankan dengan maksud agar satuan
nelaksanakan tugas pengawasan bank
an meningkatkan kualitas pengawasan

er daya manusia yang ada. Untuk


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Reposita

mencapal sasaran tersebut, maka p
sektor perbankan serta telah dilakul
yang di antaranya -
1. Penggabungan fungsi pengawd

langsung;

0o

Pembentukan tim dengan tugas
tertentu,

w

Pengelompokan penanganan
kepemilikan dan status bank
operasional dan keterkaitan kep¢
4. Peningkatan fungsi penelitian
perbankan yang bersifat makro ¢
5. Peningkatan efisiensi dalam kegdi
6. Penyempurnaan pola jabatan.
Sebagal tindak lanjut dari
perbankan, maka pada bulan Juni

Organisasi Kantor Bank Indonesia

ry Universitas Jember
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Ada tahun 1894 dilakukan reorganisasi
tan perubahan pola pengawasan bank

san langsung dan pengawasan tidak
pengawasan yang terfokus pada bank

pengawasan bank atas dasar
atau didasarkan pada karakteristik
pmilikan oleh kelompok usaha tertentu;
yang mencakup aspek pengawasan
likaitkan dengan prinsip kehati-hatian;

atan administrasi dan informasi:

penyempurnaan organisasi sektor
1996 telah dilakukan Penyempurnaan

(POKBI). Penyempurmaan organisasi

tersebut ditujukan agar KBI dapat lebih cepat mengambil keputusan dalam

pelaksanaan tugas pengawasan
bermasalah. Untuk mencapai
pendelegasian tugas dan wewenang

a. kepada setiap level jabatan di

bank termasuk pengawasan bank
tujuan tersebut telah dilakukan
yang tegas, yaitu :

KBI telah diberikan wewenang dan

tanggung jawab yang sama dengan setiap jabatan di Kantor Pusat Bank

Indonesia;

b. kepada Kepala Kantor Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk

mengambil keputusan atas halthal yang sebelumnya harus diputus
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oleh pejabat tingkat urusan Bank Indonesia.

jawasan Bank Indonesia Jember).

dikantor pusat
(Wawancara dengan Staf Tim Peng
Dengan adanya kendala-ken
perbankan, maka dalam rangka peng
upaya oleh Bank Indonesia yang di ant
Meningkatkan kinerja dedicated
sebagal berikut :

dala yang dihadapi oleh sektor
awasan bank juga dilakukan upaya-
aranya adalah :

1
4.

parm, dengan memperhatikan hal-hal

a. menerapkan pola Kkerja dadicated team sehingga mampu

menghasilkan sinergi dari sebud

ah tim yang terdiri dari berbagai ahli

pengawasan perbankan, dengan pola kerja yang bercirikan bahwa

setiap anggota tim dapat bd
melaksanakan tugas-tugas tim,
perncapalan sasaran Kerja sertd
cara kerja sebagai suatu tim;
. dedicated team perlu memahar
bank berada pada team, dalan
jawab penuh dalam hal pen
komunikasi dengan bank vyl
kebijaksanaan atau judgement
dari atasan;

. agar r1sk driven supervision da
diperlukan penyempurnaan p
terciptanya sistem informasi yan
. pengawasain umum yang bers
untuk memperoleh informasi

bank.

rindak profesional dalam rangka
senantiasa mendukung upaya-upaya

menerapkan sistem, prosedur dan

ni bahwa responsibility pengawasan
1 arti bahwa tim memililki tanggung
golahan data, analisis, melakukan
ang diawasi, serta merumuskan

terhadap masalah-masalah tertentu

pat dilaksanakan secara baik, maka
rasarana yang dapat mendukung
g memadahi;

fat langsung masih perlu dilakukan
yang menyeluruh terhadap kinerja
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Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, menyempurnakan

Job description dalam menunjang tercapainya efektifitas dan efisiensi

pengawasan bank, sektor perbankan bekerja sama dengan sektor

manajemen intern untuk menyerpurnakan job description yang telah

disesuaikan dengan kondisi dedicated team menyelenggarakan

pendidikan khusus unutk mencigtakan tenaga yang memiliki keahlian

dari berbagal aspek operasionil bank serta teknik berkomunikasi

yang efektif.

Untuk mengoptimalkan pengawasan dan untuk mengawasi

keterbatasan jumlah tenaga peng

awasan, diusulkan agar pemeriksaan

khusus kepada bank-bank tertenfu dapat dilimpahkan kepada akuntan

publik yang berpengalaman dalam mengaudit bank:

Dioptimalkannya sistem informaki manajemen di sektor perbankan

yang didukung oleh jaringan komputer sehingga dapat diakses oleh

Semua urusan pengawasan bark dan dapat mempercepat analisis

pengawasan hank;

Memperjelas kewenangan Kantor

menyempurnakan organisasi Kant
Meningkatkan sistem pengawas
prinsip-prinsip bahwa setiap pe
oleh pengawas lain yang berfy
tethadap bank
penyelesaian setiap persoalan yal
dilakukan dengan mengikutsertal

pengawasan secara periodik;

pengawasan

Bank Indonesia
or Bank Indonesia;

An melekat dengan memperhatikan

dengan

ngawas bagi bank tertentu dibantu
ingsl sebagai orang kedua dalam
tertentu, dalam mengupayakan
ng dihadapi oleh suatu bank tertentu

fan pengawas lain, melakukan rotasi
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Meningkatkan koordinasi yang
Indonesia, Kepala Kantor Bank I
agar tercipta suaiu sinergis dalam
Bagi bank yang tidak dapat 1
penyisihan penghapusan aktiva
sebagai berikut :

d.

b. mencari investor baru yang

. meminta kepada bank agar
. apablla hal-hal tersebut tid

Digital Reposita

dedicated team (KKBI dan KBI)
untuk meneliti kembali secar
aktiva produktifnya serta mensg

ry Universitas Jember
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balk antara Kantor Pusat Bank

ldonesia dan Kantor Bank Indonesia

pelaksanaan tugas pengawasan;
nemenuhi kewajiban pembentukan
produktif, diusulkan pemecahannya

mendiskusikan dengan direksi bank
p mendalam mengenai kolektibilitas

pliti kebenaran nilai agunan yang ada

dan meminta kepada bank agar mengupa\jakan tambahan agunan

atas kredit-kredit yang terg

pengikatan yang sempurna;

yang realistis;

olong non lancar disertai dengan

b. menuangkan rencana pemenuhan tersebut kedalam action plan

Dalam upaya menyelesaikan Hank bermasalah antara lain dapat
ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
a. meminta kepada bank agar menjual agunan kredit yang ada;

memahami bisnis perbankan, dan

memiliki dana segar yang diperlukan untuk menyelesaikan

permasalahan bank;

elakukan merger dengan bank lain;
dapat dilaksanakan, sementara

kondisi bank yang bersangkutan semakin memburuk sehingga

dikhawatirkan dapat memb

ayakan sistem perbankan nasional,

maka diusulkan kemungkinan untuk mencabut ijin usaha bank

tersebut. Sebagal bahan pe

rimbangan, usulan pencabutan ijin
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usaha bank tersebut harug disertai dengan data-data yang
mencakup :

a. jumlah kreditur dengan saldo kewajiban bank secara terinci;
b. jumlah harta bank yang |diperkirakan dapat dicairkan untuk
membayar kewajibannya;
c. perkiraan presentasi kewajiban kepada kreditur yang dapat
dibayar. (Rangkuman Hasil Kinerja Bank Indonesia, 1996:96-
100).
Usaha lain yang tempuh Bank [ndonesia untuk lebih meningkatkan
pengawasannya terhadap kinerja perbankan juga dilakukan melalui
penyempurnaan aturan-aturan yang mengatur tentang perbankan di
antaranya dengan melakukan penyempurnaan peraturan mengenai
penilaian tingkat kesehatan bank, |baik bank umum maupun bank
perkreditan rakyat. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum yang
semula diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP
Tahun 1993 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
26/23/KEP/DIR Tahun 1993 diganti dengan Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 30/2/UPPB Tahun 1997 dan Sutat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 30/11/KEP/DIR Tahun 1997. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 30/2/UPPB Tahun 1997 disebutkan bahwa bank-bank wajib
memelihara kewajiban penyediaan modal minimum sekurang-kurangnya 8
%, penghitungan kualitas aktifa prgduktif adalah perbandingan antara
penyisihan penghepusan aktifa produlktif dengan penyisihan penghapusan
aktifa produktif yang wajib dibenufienﬂaian faktor manajemen yang
didasarkan pada seratus aspek, penilaian faktor likuiditas dilakukan secara

berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya, dan

pemenuhan ketentuan kredit usaha |kecil dan kredit ekspor tidak lagi
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masuk dalam penilaian tingkat kesehatan bank Sedangkan dalam Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB Tahun 1997 tentang Tata Cara
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa
bank-bank wajib memelihara kewajiban penyediaan modal minimum
sekurang-kurangnya 8 %, penghitungan kualitas aktifa produktif adalah
perbandingan antara penyisihan pepghapusan aktifa produktif dengan
penyisihan penghapusan akfifa prodyktif yang wajib dibentuk, penilaian
faktor manajemen didasarkan pada duia puluh lima aspek, penilaian faktor
likuiditas dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap
komponen lainnya, dan pembobotan |faktor penilaian permodalan adalah
30 % serta faktor manajemen adalah 20 %.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayar 3 Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR TahunlS97 Tentang Tata
Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 20/12/KEP/DIR Tahun 1997 Tentang Tata Cara
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa
"Penilaian Tingkat kesehatan sebagjaimana dimaksud dalam ayat 2

juga merupakan cerminan dari kinerja bank yang bersangkutan serta
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pengawasan yang dilakukan oleh
perbankan.
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Bank Indonesia terhadap Kkinerja

Dalam perkembangannya, Bank Indonesia juga mengambil langkah-

langkah perbaikan internal untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan

fungsl pengawasan bank. Pendekatan
ditekankan pada

pengawasan perbankan yang ditempu

penegakan peraturan.

dalam pengawasan bank akan lebih
Perbaikan pelaksanaan

h antara lain mencakup :

1.

Reorganisasi bidang pengawasan
Reorganisasi dibidang pengawasan antara lain dilakukan dengan
memisahkan fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan yang

diharapkan akan memperkuat mekanisme built in control, check and

balance dan fransparansi dalam p
dibentuk pula Komite Evaluasi

beranggotakan pejabat-pejabat |esselon I Bank Indonesia yang
menangani perbankan. Komite |ini berperan dalam pembahasan
mengenal masalah-masalah stralegis dibidang perbankan, seperti
misalnya penetapan tingkat kesghatan bank, penetapan suatu bank

dalam pengawasan khusus, rekgmendasi kepada Dewan Gubernur

tentang perijinan bank, perub
Dengan terbentuknya komite
terdapat pula rmekanisme penyaj
strategis dapat dilaksanakan secal
Selanjutnya untuk menata kg

pelaksanaan tugas pengawasan

status bank dan sebagainya.
aluasl perbankan ini, maka akan
ring, sehingga keputusan-keputusan
ra obyektif, konsisten dan transparan.
embali  beban  pekerjaan  dalam
bank, maka pada awal September

1999 telah dilakukan reorganisasi pelaksanaan tugas perbankan di

Bank Indonesia. Reorganisasl ter

sebut sekaligus dimaksudkan untuk

meningkatkan fungsi perijinan, pengaturan dan penelitian perbankan
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sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999

Tentang Bank Indonesia.

Peningkatan integritas dan kompetensi tenaga pengawas bank yang

dilakukan melalui :

a. menetapkan berbagal sarar]

a motivasi, termasuk pembudayaan

sikap keteladanan yang diawagli dari pucuk pimpinan;

b. meningkatkan pelaksanaan péngawasan melekat terhadap kegiatan

pengawasan bank yang me

Sejalan dengan hal ini, secara

ngandung simpul-simpul kerawanan.
khusus telah diterbitkan Surat Edaran

Intern Bank Indonesia yang melarang seluruh pegawal Bank

Indonesia untuk menerima dal
¢. mengubah pola pandang pf
suatu paradigma baru d
memperhatikan prinsip dasar
hasil pengawasan bank, ko
peraturan, cakupan pengaw
perluasan check and balanct

pengawasan bank;

lam bentuk apapun dari pihak ketiga;
Prigawas bank dengan menerapkan
alam pengawasan bank dengan
pengawasan bank yaitu transparansi
nsistensi dan ketegasan penerapan
asan menyeluruh, peningkatan dan

P serta peningkatan integritas jajaran

d. meningkatkan kemampuan pengawas bank melalui pelatihan yang

terpadu dan berkelanjutan dengan penekanan pada peningkatan

kKetrampilan teknis temasuk

program magang dibeberapa bank

sentral, seperti Federal Reserye Bank di AS dan Bank of Japan.

Untuk lebih
Investigasi Penyimpangan dibid
awal September 1999 keduduks
direktorat dengan nama Unit KH

Tugas dari Unit Khusus ini adalah |

nienegakkan /aw

enforcement telah dibentuk Tim
ang Perbankan (TIPPER) yang sejak
innya ditingkatkan menjadi setingkat
lusus Investigasi Perbankan (UKIP).
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a. melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan

dibidang perbankan;

melakukan penilaian terhadap pemegang saham, dewan komisaris,

direksi, serta pegawal inti bank dalam hal kepatihan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

mengenai tindak lanjut hasil
kedua hal di atas.

membuat rekomendasi kepad

A Dewan Gubernur Bank Indonesia

investigasi dan penilaian terhadap

Di dalam hal melaksanakan tugasnya, unit khusus ini menerima

informasi mengenai penyimpangan di bidang perbankan yang

bersumber dari hasil pengawasan dan pemeriksaan bank, laporan

lisan dan tulisan, serta dari media informasi lainnya seperti surat kabar,

internet dan informasi lainnya. Unit

khusus ini di dukung oleh tim teknis

yang beranggotakan pejabat dari Bank Indonesia, POLRI dan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Setelah dibahas dengan tim

teknis maka kasus penyimpangan

yang tejadl akan dibahas di tingkat

yang lebih tinggt yaitu pada tim pleno yang terdiri dari Bank Indonesia

POLRI dan Kejaksaan Agung Republik

Perkembangan Moneter, Sistem

Indonesia(Laporan
Pembayaran dan Perbankan oleh

Bank Indonesia kepada DPR RI Triyvulan 11I/1999: 45-46).

Sebagal tindak lanjut dari updya pemantapan fungsi pengawasan

bank, Bank Indonesia bersama-sama dengan IMF telah menyusun

master plan yang berisl program pokok yang harus dilaksanakan di

dalam pemantapan efekfifitas pengawasan langsung maupun tidak

langsung. Master plan tersebut meliputi program pengawasan bank

vang Intensif (special surveillance), pemantapan fungsi penelitian,

proses pengawasan, pelaporan

data bank, kompetensi pengawas,
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penyempurnaan pengaturan perl

dengan menggunakan software,

bankan, meningkatkan metode kerja
penegakan pengawasan, ntegritas
insparansi internal serta peningkatan

in(Laporan Tugas dan Kewenangan

Bank Indonesia kepada DPR Rl Triwulan IV/1899.57).

Untuk lebih mendukung dalam
sehat diperlukan sumber daya

memilik integritas dan kompeteny
sehingga pada tanggal 14 Januar
Peraturan Bank Indonesia Noi
Kemampuan dan Kepatutan (£
|
2/1/PBI/2000 bahwa penilaian ki

disebutkan dalam pasal 2

terhadap pemegang saham J
eksekutuif bank. Sedangkan prd
dan kepatutan bersifat rahasia
Indonesia untuk tugas-tugas dalj
dan pemeriksaan bank.

44 Peranan Badan Penyehatan Per
Perbankan Guna Menciptakan B

Menurut pasal 2 Keputusan P

Badan Penyehatan Perbankan Nasio
pengawasan, pembinaan dan upayd
bank yang oleh Bank Indonesia diy
tindakan hukum lain yang diperlul
terhadap bank yang tidak sehat. Kew

penciptaan kinerja perbankan yang
manusia di bidang perbankan yang
51 yang tinggl dalam mengelola bank,
i 2000 Bank Indonesia mengeluarkan
nor 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian
it and Proper Tesf). Sebagaimana
Peraturan  Bank Indonesia Nomor
pmampuan dan kepatutan dilakukan
)engendali, pengurus dan pejabat
ses dan hasil penilalan kemampuan
dan hanya dipergunakan oleh Bank

AI Tangka pengaturan, pengawasan

bankan Nasional Dalam Pengawasan
’erbankan yang Sehat

esiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang
nal (BPPN) memiliki tugas melakukan
penyehatan termasuk restrukturisasi
lyatakan tidak sehat serta melakukan
can dalam rangka penyehatan bank

renangan BPPN sebagian diatur dalam
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pasal 12 Peratwan Pemerintah Nory
Penyehatan Perbankan Nasional S¢

ry Universitas Jember
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1or 17 Tahun 1989 Tentang Badan
bagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999 dan Terakhir Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahui
1. mengambil alih dan menjalan
pemegang saham termasuk hak d
mengambil alih dan melaksanak
komisaris bank:

n 1999 meliputi :
kan segala hak dan wewenang
an wewenang RUPS;

an hak dan wewenang direksi dan

menguasai, mengelola dan m
kekayaan milik atau yang menja
yang berada pada pihak manay
negeri,
meninjau ulang, membatalkan, mg
vang mengikat bank dengan pj
BPPN merugikar,

Menjual atau mengalihkan kekd

akukan tindakan kepermilikan atas
hak bank, termasuk kekayaan bank

bun, baik di dalam maupun di luar

engakhiri dan atau mengubah kontrak
ihak ketiga, menurut pertimbangan

yaan bank, direksi, komisaris, dan

pemegang saham tertentu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik

secara langsung maupun melalui
menjual dan mengalihkan tagi
pengelolaannya kepada pihak |
nasabah debitur;
mengalihkan pengelolaan kekayd
pihak lain;
melakukan penyertaan modal se
atau melalui pengonversian tagil]
modal pada bank;

penawaran umum;
han bank dan atau menyerahkan

ain, tanpa memerlukan persetujuan

an dan atau manajemen bank kepada

mentara pada bank, secara langsung

an badan khusus menjadi penyertaan
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bank yang sudah pasti dengan

melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang

menjadi hak bank yang dikuasal ¢leh pihak lain, baik sendiri maupun

dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

riksaan untuk memperoleh segala

dan mengenai bank dalam program

penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga

terlibat, atau mengetahui kegialan yang merugikan bank dalam

menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam

program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada

, dan bilamana kerugian tersebut

terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris dan atau

pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada

9. melakukan penagihan piutang
penerbitan surat paksa,

10,

11 melakukan penelitian dan pemsg
keterangan yang diperlukan dari
program penyehatan tersebut;

12,
modal bank yang bersangkutarn
yang bersangkutan,

13. menetapkan jumlah tambahan
pemegang saham bank dalam prqg

14, melakukan tindakan lain yar

pelaksanaan wewenang sebagd

sampai 13.

Dalam melakukan program pe
tugas sebagaimana disebutkan dalan

sebagimana telah diubah dengan PP

diubah dengan PP Nomor 99 Tanun |

BPPN vyang menyebutkan bahwa

modal yang wajib disetor oleh
gram penyehatan perbankan;

g diperlukan untuk menunjang
imana dimaksud dalam angka |

nyehatan perbankan BPPN mermiliki
1 Pasal 3 PP Nomor 17 Tahun 1999
Nomor 85 Tahun 1999 dan terakhir
999 tentang Tugas dan Kewenangan
tugas BPPN adalah melakukan

penyehatan terhadap bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank
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Indonesia, penyelesaian asset bank
debitur melalui Unit Pengelolaan Assd
Uang negara yang telah tersalur kep
asset dalam restrukturisasi.

Sesual dengan Keppres RI Nof
kewenangan BPPN, maka dalam 1
ditetapkan oleh Bank Indonesia, BPP)
disebutkan dalam pasal 5 ayat 2, diant
l. meminta pernyataan bank da
persyaratan-persyaratan = prakiel
peningkatan kinerja bank, term
dengan aspek keuangan, operasiol
meminta bank dalam penyehatd
komisaris dan pemegang saha;

menandatangani segala bentuk dg

-
he

ry Universitas Jember
58

baik asset fisik maupun kewajiban

t serta mengupayakan pengembalian

ada bank-bank melalui penyelesaian

nor 34 tahun 1998 tentang tugas dan
melakukan penyehatan bank yang

N memiliki wewenang sebagaimana

aranya adalah .

lam penyehatan untuk mentaati

perbankan vyang sehat dan

lasuk peningkatan yang berkaitan
nal dan manajemen;

n dalam penyehatan serta direksi,

M bank dalam penyehatan untuk
kumen yang bersifat mengikat, yang

diperlukan guna penyehatan bank yang dimaksud dan menjamin

pengembalian jaminan baik yang 3
meminta bank dalam penyeh
perbaikan, dengan mengikuti pet
BPPN termasuk mengenai jadwal,
hal-hal lain yang perlu dilakukan;

melaksanakan penelitian dan pen
informasi, meminta penyiapan g
perkembangan bank dalam penye
mendukung pelaksanaan tugas BPE
memantau, mengamankan dan m)

dalam penyehatan:;

kan, sedang atau telah dicairkan:

datan untuk mengajukan rencana
syaratan, ketentuan dan pengaturan
tindakan yang akan dilakukan, serta

yidikan, memperoleh dokumen atau
lan penyampaian laporan evaluasi
hatan, serta bukiti-bukti dalam rangka
N

erestrukturisasi kekayaan dari bank
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6. menghitung dan membebankan kerugian yang dialami bank dalam

penyehatan;

7. mengambil langkah-langkah apapun yang diperjukan terhadap pihak

manapun yang berkaitan dengan kekayaan bank dalam penyehatan:
8. melakukan atau mewajibkan tingakan hapus buku atas kekayaan
bermasalah bagi bank dalam penyehatan;

9. menetapkan kewajiban pembayatan tambahan modal setor kepada

pemegang saham.

Di dalam pasal 3 Keppres 27|Tahun 1998 Tentang Pembentukan
BPPN menyebutkan bahwa BPPN di pimpin oleh seorang ketua. Namun

dalam perkembangan pelaksanaar

tugas BPPN untuk melakukan

penyehatan perbankan permasalahdn yang dihadapi BPPN semakin

komplek dan susunan pimpinan BPPN

yang ada dianggap kurang dapat

memenuhi tuntutan pekerjaan sehingga dipandang perlu oleh pemerintah

untuk melakukan penyesuaian terhagap susunan pimpinan BPPN guna
dapat lebih meningkatkan kinerja BPPN. Sebagaimana disebutkan dalam

pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999 Tentang

Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun
bahwa BPPN dipimpin oleh seorang

1999 Tentang BPPN menyebutkan

ketua, yang dibantu oleh seorang

wakil ketua dan sebanyak-banyaknya lima orang deputi ketua.

Dalam rangka menjamin kelantaran dan transparansi pelaksanaan

fungsi penyehatan perbankan, makh pemerintah membentuk komite
pengawas, dan Kkomite pengawas |ini memilik fungsi sebagaimana
disebutkan dalam pasal 3 ayat 3 PP Nomor 99 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Kedua Atas PP Nomor 17 Tahun 1999 Tentang BPPN vaitu :
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a. melakukan pengkajian terhadap jstrategi dan kebijakan BPPN agar

sejalan dengan praktek-praktek yang berlaku secara internasional dan

memenuhi asas keterbukaan yang mengacu pada ekonomi pasar;

b. melakukan evaluasi atas pelaksarlaan tugas BPPN guna mermastikan

bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapka

oleh BPPN.

Disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor

2/11/PBI/2000 tentang Penetapan Status

Bank dan Penyerahan Bank Kepada

BPPN menyebutkan bahwa "Bank Indonesia menetapkan bank dengan

status bank dalam penyehatan dan menyerahkan bank tersebut kepada
BPPN apabila jangka waktu sebaghimana dimaksud dalam pasal 3

terlampaui, rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 4 %

dan bank memenuhi persyaratan yang|meliputi :

a. rasio kewajiban penyediaan modal
menjadi 8 % pada akhir 2001 :

minimum dinilai dapat ditingkatkan

b. dinilai dapat menyelesaikan pelampauan dan atau pelanggaran BMPK

apabila pada saat penyerahan bank memiliki pelampauan dan atau

pelanggaran BMPK;

c. dinilal dapat menurunkan kredit hermasalah menjadi 5 % dari total

kredit pada ekhir tahun 2001 apgbila pada saat penyerahan bank
memiliki kredit bermasalah lebih ddri 5 %:;

d. memiliki pengaruh yang cukup bedar bagi perekonomian nasional atau

daerah.

Namun sampai dengan saat

ini BPPN masih lambat

memainkan perannya karena dari tige tugas yang diemban oleh BPPN
belum ada prestasi BPPN yang memugaskan. Lemahnya Kinerja BPPN juga

diakui oleh Cacuk Sudarijanto selaku ketua BPPN yang mana sampai saat
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ini BPPN baru selesai merestrukturisg
Trilllun atau hanya 1| % dari total
Kelambanan BPPN di dalam merestr
bank dalam status BTO yang disg
seharusnya direkapitalisasi BPPN dj

1999, namun sampai bulan Mei

ry Universitas Jembeﬁr1

sl hutang perusahaan senilai Rp. 1,8
kredit korporat yang ditanganinya.
hkturisasi perbankan adalah dari 13
rahkan oleh Bank Indonesia yang
in selesal dalam bulan September
2000 baru 3 bank yang selesal

direkapitalisasi BPFN yaitu BCA, Bank Danamon dan Bank Bank PDFCI

yang kemudian merger dengan Bar
untuk membayar kembali dana BL]
1999/2000, BPPN gagal memenuhi tar
tunal senilai Rp. 17 Trilliun melalui pel
tahun anggaran berakhir BPPN hanya
tunai sebesar Rp. 15,5 Trilliun, sehing
penarikan ob]igasi pemerintah di ban
Modal Indonesia, Mei 2000 halaman 3

k Danamon. Dalam Recovery asset
8] di mana dalam tahun anggaran
get untuk memenuhi kontribusi uang
njualan asset, namun sampai dengan
mampu memberikan kontribusi uang
Ja sisanya terpaksa dipenuhi melalui
K peserta rekapitalisasi. (Jurnal Pasar
5-286).
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BAB

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan v

terdahulu, maka dapat ditarik kesimp

ry Universitas Jember

DAN SARAN

Ang  telah diuraikan dalam bab

an sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya independersi Bank Indonesia yang proporsional

diperlukan dalam pengawasan perbankan Di dalam pengawasan

perbankan, Bank Indonesia mel

yang lebih bersifat prevensi dan

bersifat represi.
Kendala-kendala yang dihadapi

pengawasan terhadap kinerja

_CJ

menjadi dua yaitu:

a. Kendala Internal

pengawasan tidak langsung

pengawasan langsung yang lebih

Bank Indonesia dalam melakukan
perbankan, dapat dikelompokkan

adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam

melakukan pengawasan baik di

sendiri mavpun di Kantor Bank

tingkat Kantor Pusat Bank Indonesia
Indonesia dalam hal kualitas sumber

daya manusia maupun sarana dan prasarana yang digunakan untuk

mendukung efektivitas pengawdsan perbankan.

Kendala Eksternal

adalah kendala-kendala yang Berasal dari luar Kantor Pusat Bank

Indonesia maupun Kantor Bank

kepengurusan dan manajemen

_(_O

perbankan maka Bank

Untuk mengatasi kendala-kendala
Indo

Indonesia yang diantaranya adalah
dari bank yang diawasi.
yang dihadapi dalam pengawasan

nesia  melakukan pembenahan-

pembenahan baik pembenahan intermal yang dilakukan di Kantor Pusat

62
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Bank Indonesia dan Kantor Bank

ry Universitas Jember
63

Indonesia dalam hal sumber daya

manusianya, sistemnya dan perbailkan terhadap sarana dan prasarana

pendukung dalam pengawasan
eksternal yang lebih di tujukan kep

perbankan maupun pembenahan
ada pihak yang diawasi diantarmnya

melalui peningngkatan komunikgsl timbal balik antara pengawas

dengan yang diawasi.

4, Peranan BPPN dalam upaya meénciptakan perbankan yang sehat
sampai dengan saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan
terutama dalam mengembalikan aset-aset negara.

4.2 Saran

maka penyusun memberikan saran sel
1.

Berdasarkan permasalahan dan g

yang baku untuk lebih mengefekti

embahasan yang telah dipaparkan,

bagal berikut:
Perlunya Bari< Indonesia menci;tj:::

sistem pengawasan perbankan

pengawasannya.

Perlunya Bank Indonesia meningiatkan kepekaan dalam pengawasan

perbankan sehingga permasalahan yang timbul dalam pengawasan

perbankan dapat segera diatasi sgcara dini.

Bank Indonesia hendaknya lebih meningkatkan profesionalitasnya

dalam pengawasan perbankan agar tercipta pengawasan perbankan

yang efektif, obyektif dan efisien.

BPPN hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya untuk

terciptanya perbankan yang sehat

lebih
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J1. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - @ (0331) 330482 — 335462 Jember 68121

2500 Jember, 12 Februari 2000

Nomor &€ | PT32.H4.FH /Q12 49,
Lampiran
Perihal : Permohonan studi Literatur
Yth, PEMIMRIN i
Bani Indonesia Cabahg Jember

di =
J 218 ER
Bersama ini dengan hormat kami hacapkan mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Jember dengan identitas :

Nama : s T -,
YRLK albt L TA AN
NIM : @0y 955
Fakultas / jurusan : [ukam/ Ilaw [halun
Alamatrumah @ g1, Fengawan Solo I/h1/b,

Dengan maksud vyan bersangkutan mohon perkenan

mengadakan Studi Literatur berupa buku, Text Book, Karya

Skripsi, Thesis, Disertasi dsb, di perpustakaan

dalam rangka menyusun,; SKRIPST ' ° dengan judul

Penoawasen Bank Indonesie terhadap Kinerja perban-

kan salah satu upays penegakan hukum di Indonesia.

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami

sampaikan terima kasih.

amsi Kusairi, S.H.

- — o o -
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Lampiran ,
Perihal ‘KONSULTAST

Yth. Pimpinan

PENDEDY]

AN NASTONNE
ITAS JEMBER
AS HUKUM

egalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
62 — 330482 Fax. 330482

Jembar, 22 Mei 2000

Bank Indonesia Cabang YJember

di -
J EMBER

Bersama i Dekan Fakultas Hu

kum Universitas Jember menghadapkan dengan

hormat kepada Sandara seorang mahasiswa :

Nama "HELMI SE[TIYAWAN

e ‘954 055

Program :S1

Alamat :Jls Bengawan Solo I/L1 Jember

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah -
"Pengawasan Bank Indonesia Terhadap KlnerJa
Perbankan Sebagai Satu Upaya Menciptakan
Sistem Perbankan Yang Sehat ",

Hasil konsultasi ini digunakan v
Demikian atas bantuan dan kerjal

tuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
sama yang batk kami ucapkan terimakasih.

DEKAN,
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KETER

ANGAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa

Nama : Helmi Setiyawan
NIM : C10095.055
Jurusan : Fakultas Hukum

Telah selesai mengadakan studi literatur
dengan tanggal 27.05.2000 pada Kantor
Demikian agar saudara maklum

'mahasiswa Saudara :

konsultasi dari tanggal 14.02.2000sampai

B‘j:‘k Indonesia Jember

Jember, 16 Juni 2000
BANK INDONESIA JEMBER

7 /
Bemben Krisbeny
Kepala Seksi
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SURAT EDARAN BANK INDONESIANOMOR 30/2/UPPB TANGGAL
30 APRIL 1997 TENTANG TATA CARA PENILAIAN TINGKAT
KESEHATAN BANK UMUM.
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BANK INDONESIA

No. 30/2 /UPPB

SUR

ry Universitas Jember

97 1R 1610 204
70 T akarta, 30 April 1997

AT EDARAN

SEMUA

kepada
. BANK UMUM

DI |

Tatacara Penila

Perihal

Bersama ini disampaikan Sy
30/11/KEP/DIR tanggal 30 April

ot Kesehatan Bank Umum (terlampi
Direksi Bank Indonesia tersebut, m3
Umum yang sebelumnya diatur dal

No. 26/23/KEP/DIR dan Surat Ed4
masing tanggal 29 Mei 1993 mulai i
tatacara penilaian tingkat kesehatan

[(NDONESIA

an Tingkat Kesehatan Bank Umum

Direksi Bank Indonesia tersebut di dtas.

Adapun pokok-pokok perbeda
Bank Umum sebagaimana diatur dal
tersebut di atas dengan ketentuan ya

1. Faktor Permodalan

Berdasarkan ketentuan yang berla

Kewajiban Penyediaan Modal M

ng lama adalah sebagai berikut :

Qlel

1

rat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat
r). Dengan ditetapkannya Surat Keputusan
ka tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank
am Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
ran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP masing-
penilaian bulan April 1997 digantikan dengan
Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan

an antara tatacara penilaian tingkat kesehatan
am Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Ku Bank-bank diwajibkan untuk memelihara
nimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%.
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153

- (PPAPWD) terhadap Penyisihag

. IFaktor Manajemen

" Bink Umum Devisa.

Digital Reposita

Oleh karena itu, cara penilaiar
dalam ketentuan yang baru dibe

ry Universitas Jember

al 30 April 1997

terhadap rasio moda! yang kurang dari 8%

rikan predikat kurang sehat maksimum dengan

e i

nilai kredit 65. Perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank
._-——"_—-'—-—-_'_ .
Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kualitas Aktiva

Produktif dan Pembentukan Pej
akhir Desember 1996 perhitug

penilaian tingkat kesehatan f{

kekurangan Penyisihan Penghaj
telah dibentuk.

IFaktor Kualitas Aktiva Produ
Salah satu komponen dalam pen
dalam ketentuan lama yaitu perb
Aktiva Produktif yang Diklasifik
dengan komponen jumlah PPAK

Penilaian faktor manajemen vy
penilaian terhadap 250 aspek )
kualitas aset,A rentabilitas dan
didasarkan pada 100 aspek den;
umum dan manajemen risiko yar
Khusus untuk Bank Umum buka

85 aspek, mengingat 15 aspek

s ——

)yisihan Penghapusan Aktiva Produktif, mulai

' . —_—
)gan besarnya modal intj Bank Umum dalam
aktor permodalan akan dikurangi dengan
pusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk

1 Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang

Jetif
ilajan faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
andingan antara jumlah PPAP terhadap jumlah

yang telah dibentuk terhadap PPAPWD.

ang dalam ketentuan lama didasarkan pada
rang terkait dengan manajemen permodalan,
likuiditas diubah menjadi penilaian yang

pan memberikan penekanan pada manajemen

1g melekat pada berbagai kegiatan usaha Bank .~

s b —— e

n Devisa penilaian manajemen didasarkan atas

lainnya berkaitan erat dengan kegiatan usaha

4. Faktor A%
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26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993
Bank Umum, dicabut dan dinyatak

uPPB.-

Digital Reposita

. IFaktor Likuiditas

Pengukuran rasio kredit terh
komponen dalam faktor likuidi
kredit O untuk rasio 110% atay
rasio kurang dari 110%,
secara berjenjang sejalan deng

dalam

. Pelaksanaan ketentuan yang
Sesuai dengan Surat Keputusa
tanggal 4 April 1997 dan Sy
29/192/KEP/DIR tanggal 26 M
Kecil (KUK) dan hredlt Ekspp:
tingkat ‘Kesehatan bank. Sehu
kesehatan bank yang baru pg

dikeluarkan dari penilaian ting]

Dengan dikeluarkannya Sy

Demikian agar Saudara mal

URUSAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN

ry Universitas Jember

gal 30 April 1997

dap dana yang .diterima sebagai salah satu
tas yang semula dinilai tidak sehat dengan nilai
lebih dan sehat dengan nilai kredit 100 untuk
penilaian yang baru pengukurannya dilakukan

an penilaian terhadap komponen lainnya.

mempengaruhi penilaian tl:ngkat kesehatan
n Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR
irat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
aret 1997, pemenuhan ketentuan Kredit Usaha

o7 (KE) {1dak 1301 dllald\an oe'wa'l pentialai

bunoan denoan ml dalam ketentuan tingkat
menuhan terhadap kedua ketentuan tersebut
kal kesehatan Bank.

irat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor
perihal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan
an tidak berlaku lagi.

clum.

2

PERBANKAN

s/

Kepala Urusan
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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INI
TANGGAL 30 APRIL

TATA CARA PENIL|

KESEHATAN BA

ry Universitas Jember

DONESIA NOMOR 30/1 1/KEP/DIR
1997 TENTANG

ALAN TINCKAT

A\NK UMUM.
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DIREKSI

No. 30/ 11/ KEP / DIR

SURAT

TE

=

TATACARA PENILAIAN TIN(

DIREKSI BA:

Menimbang bahwa kesehatan
yang terkait, ba
pengguna jasa ba

pengawas bank;

bahwa dengan p
keuangan dan p

cukup berpengat

dengan keschatai

tatacara penilaiag

Keputusan Direk

Mengingat . Undang-undang
(Lembaran Negaft

Negara Nomor 2

DIREKSI BA

ry Universitas Jember

BANK INDONE SIA

KEPUTUSAN
ANK INDONESIA

NTANG

GKAT KESEHATAN BANK UMUM
NK INDONESIA,

suatu bank merupakan kepentingan semua pihak
ik pemilik dan pengelola bank, masyarakat
nk maupun Bank Indonesia selaku pembina dan

psatnya perkembangan yang terjadi di bidang
erbankan maka telah terjadi perubahan yang
uh terhadap berbagai aspek yang berkaitan
hank, termasuk pula kesehatan Dank U,

bahwa oleh karepa itu dipandang perlu untuk menyempurnakan

1 tingkat kesehatan Bank Umum dalam Surat
51 Bank Indonesia;

Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
a Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran
BGS):; :

2 Undang—undan;z : ﬂ(%
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DIREKSI Hslaman 2.
BANK INDONESIA '

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
- Negara Nomor|3472);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank
Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3503); - _ |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Nepara Tahun 1992
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG TATACARA PENILAIAN TINGKAT
KESEHATAN BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Bank adalah Bank

Umum sebagaimanga dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 2 @%Z
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DIREKSI . . Halaman 3. .
BANK INDONESIA

Pasal 2

(1)  Tingkat kesehatan Bank pada dasarnya dinilai dengan
pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh
terhadap kondisi dan perkembangan suatu Bank.

(2)  Pendekatar kualitatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukandenganpenilaian terhadap faktor-faktor permodalan,
kualitas aktiva produktif, manajemén, rentabilitas dan
likuiditas.

(3)  Setiap faktpr yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), terdiri| atas beberapa komponen sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penilaiantingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 -ayat |(1) pada tahap pertama dilakukan' dengan
mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 4

(1)  Faktor dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3 diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh
terhadap kesehatan Bank, dan tercantum dalam Lampiran 1
Surat Keputusan ini.

(2) Penilaian @éf(
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DIREKSI : ~ Halaman .4

(2)  Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit
(reward sygtem) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai
dengan 100.

(3)  Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit Sebagaim‘ana
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dikurangi dengan nilai
kredit atas |pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya
dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 5

(1)  Hasil kuantifikasi dari komponen-komponen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dinilai’ lebih lanjut
dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang
secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan
perkembangan masing-masing faktor.

(2)  Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan empat predikat tingkat kesehatan Bank sebagai
berikut :
a. Sehat;
b. Cukup $ehat;
c. Kurang [Sehat;
d. Tidak Sehat.

Pasal 6

Predikat tingkat Kesehatan Bank yang sehat atau cukup sehat atau
kurang sehat akan|diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat :

a. perselisihan @qé
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DIREKSI
BANK INDONESIA

(1)

. praktek “bank dalan;

. kesulitan keuangan y

campur tangan pihg
(manajemen) Bank,

ry Universitas Jember

. perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan
~dalam Bank-yapg be

rsangkutan; ’ . }
k-pihak di luar Bank dalam kepengurusan
termasuk di dalamnya kcrjagama' yang tidak

wajar yang mengéklbatkan salah satu atau beberapa‘kantornya

berdiri sendiri:
"window dressing”
yang secara mater

dalam pembukuan dan atau ldporan Bank
iil dapat berpengaruh terhadap keadaan

keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru

terhadap Bank;

pembukuan Bank;

| bank"” atau melakukan usaha bank di.luar

ang mengakibatkan penghentian sementara

atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring; atau

praktek perbankan la
usaha Bank dan/atau

PELAI

in yang dapat membahayakan kelangsungan
menurunkan Kesehatan Bank.

BAB II

(SANAAN PENILAIAN

Fraktor Permodalan

Pasal™7

Penilaian tcrhédap faktor permodalan didasarkan pada rasio
modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
sebagaimana diathr dalam Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia

Nomar

26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor

26/1/BPPP perihal Kewajiban Penyediaan

Modal ﬂ%

Halaman .7 ..
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(2)

@)

(1)

_ berikut :

ry Universitas Jember

Modal Minimum Bank Bagi Bank Umum masing-masing
tanggal 29 Mej 1993.

Penilaian terhad

ap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai

a. pemenuhan XPMM sebesar 8% diberi predikat “Sehat”

dengan nilai

kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1%

dari pemenuhan KPMM sebesar 8 % nilai kredit ditambah

1 hingga makKsimum 100;

b. pemenuhan K
diberi predika
untuk setiap
sebesar 7,9%

Pemenuhan KPM
ayat (2) bagi ba
sesuail dengan K¢
Direksi Bank 1
Edaran Bank In
tanggal 7 Septer
Bukan Bank Dej

Fa

Penilaian terhad
didasarkan pada
a. rasio Aktivd

PMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9%
it “Kurang Sehat” dengan nilai kredit 65 dan
penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM
nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

[M sebesar 8 % sebagaimana dimaksud dalam
nk devisa pada waktunya akan ditingkatkan
rtentuan yang diatur dalam Surat Keputusan
ndonesia Nomor 28/64/KEP/DIR dan Surat
lonesia Nomor 28/4/UPPB masing-masing
nber 1995 tentang Persyaratan Bank Umum
isa Menjadi Bank Umum Devisa.

ktor Kualitas Aktiva Produlktif
Pasal 8

ap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
2 (dua) rasio yaitu :
Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap

Aktiva Produktif;

b. rasio Penyis

han Penghapusan Aktiva Produktif yang

Halaman . ...

dibentuk ﬂ//
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)

3)

(4)

| Bank Indong

ry Universitas Jember

© . Halaman

dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusa'n Aktiva
Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank.

© Aktiva Proguktif, Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan serta

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank

Indonesia

Nomor 26/4/BPPP

tentang Kualitas Aktiva

Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif
sebagaimana
Bank Indone

masing-masing

tertanggal 29 Mei 1993,

telah diubah dengar Surat Keputusan Direks;j

sia Nomor 26/167/KEP/DIR dan Surat Edaran
sia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan

Pembentukap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
masing-masing tanggal 29 Maret 1994

Rasio Aktiva

Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva

Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
sebesar 15,5 atau lebih diberi nilaj kredit O dan untuk setiap

penurunan 0

15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1

dengan maksimum 100,

Rasio Penyj
dibentuk oleh

Produktif ya

dimaksud da
kredit 0 dan
kredit ditamb

sihan Penghapusan Aktiva JProduktif yang

Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva

ng wajib dibentuk oleh Bank sebagaimana

am ayat (1) huruf b sebesar 0% diberi nilai

untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilaj
ah 1 dengan maksimum 100.

7
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(1)

(4)

Penilaian ter

komponen ya

dengan me
sebagaimana
ini.

Jumlah pertan
a. bagi bank
b. bagi bank

Setiap pertany
berikut :

a. bagi bank
b. bagi bank

Skala penilaia
antara 0 samp
a. nilai 0 me
b. nilai 1, 2
c. nilai 4 me

Penilaian terh

rasio yaitu :

ry Universitas Jember

Halaman . 8.

Faktor Manajemen
Pasal 9

hadap . faktor manajemen mencakup 2 (dua)
itu manajemen umum dan manajemen risiko,
nggunakan daftar . pertanyaan/pernyataan

dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Keputusan

yaan/pernyataan ditetapkan sebagai berikut :
devisa sebaryak 100;
bukan bank devisa sebanyak 85.

aan/pernyataan mempunyai nilai kredit sebagai

devisa sebesar 0,25;
bukan bank devisa sebesar 0,294,

nuntuk setiap pertanyaan/pernyataan ditetapkan
ai dengan 4 dengan kriteria :
ncerminkan kondisi yang lemah;
ian 3 mencerminkan kondisi antara;
ncerminkan kondisi yang baik.

IFaktor Reqtabilitas

Pasal 10

adap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua)

a. rasio @%ﬁ
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DIREKS] , | ? Halaman .9, .
BANK INDONESIA ' ' ' _

a. rasio Laba Sebelum Pajak’ dalam 12 bulan terakhir
terhadap | Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang
sama; _

b. rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap
Pendapat_m Operasional dalam periode yang sama.

(2)  Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap
Rata-rata  Volume Usaha dalam periode yang sama
sebagaimana| dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 0%
atau negatif diberi nilai kredit O dan untuk setiap kenaikan
0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan
maksimum 100.

(3)  Rasio Biaya [Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap
Pendapatan | Operasional dalam periode yang sama
sebagaimana |dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100%
atau lebih diperi nilai kredit O dan untuk setiap penurunan
sebesar 0,08 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Likuiditas
Pasal 11

(1) Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua)

rasio yaitu :

a. rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva
Lancar, dplam rupiah;

b. rasio Kreflit terhadap Dana Yang Diterima oleh bank,

dalam rupiah dan valuta asing.

(2) Aktiva @ﬂ/ ({


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repositary Universitas Jember

DIREKSI  Halaman .10,
BANK INDONESIA - i

(2)  Aktiva Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
meliputi Kas, giro pada Bank Indonesia, Sernﬂkat Bank
Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang
telah-diendos oleh bank lain.

(3) Dana Yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b meliputi :
a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia:
b. Giro, déposito dan tabungan masyarakat;
c. Pinjamap bukan dari bank yang berjangka waktu lebih darj
3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi:
d. Deposit¢ dan pinjaman dari bank lain yang berjangka
waktu lgbih dari 3 bulan;
e. Surat betharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka
waktu lebih dari 3 bulan;
f. Modal inti; dan
Modal pjnjaman.

uq

(4)  Rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar
sebagaimang dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 100 %
atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1%
mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum
100.

(5)  Rasio Kredjt terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 115%
atau lebih diberi nilai kredit O dan untuk setiap penurunan 1%
mulai dari |rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan
maksimum 100.

Pelaksanaan %
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DIREKS]
BANK INDONESIA

(1)

(2)

(3)

(4)

Halaman 11,

Pelaksanaan Ketentuan Laiﬁ
Pasal 12

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), pelaksanaan ketentuan yang

sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank

meliputj : '

a. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum
Pemberign Kredit (BMPK);

b. Pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).

Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah
kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individual,
debitur kelompok dan pihak terkait dengan Bank, terhadap
modal Bank.

Pelanggaran lsebagaimana dimaksud ayat (2) mengurangi nilai

kredit hasil penilaian tingkat kesehatan dengan perhitungan :

a. untuk setigp pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangj 5:
dan

b. untuk setidp 1% pelanggaran BMPK nilai kredit dikurangi
lagi dengan 0,05 dengan maksimum 10,

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b dihitung atas dasar jumlah kumulatif
pelanggaran yang terjadi dalam satu bulan yang dihitung atas
dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hari dalam
seminggu, baik secara total maupun secara administratif.

Pelanggaran |sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan

dengan %gf



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

e R

Digital Repositary Universitas Jember

DIREKS!
BANK INDONESIA

Halaman 12

dengan perhjtungan untuk setiap 1% pelanggaran PDN nilai
kredit dikurangi 0,05 dengan maksimum 5.

BAB IiI
HASIL PENILAIAN
Nilai Kreglit & Predikat Tingkat Kesehatan
Pasal 13

(1) Atas dasar pilai kredit dari faktor-faktor yang dinilai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11
diperoleh nilai| kredit gabungan.

(2)  Nilai kredit gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
setelah dikurangi dengan nilai kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 diperoleh hasi] penilaian tingkat kesehatan.

(3)  Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) ditetapkan| dalam eémpat golongan predikat tingkat
kesehatan bank|sebagai berikut :

a. nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat Sehat,
b. nilai kredit| 66 sampai dengan kurang dari 8] diberi
predikat Cukup Sehat.

c. nilai kredit|5] sampai dengan kurang dari 66 diberi
predikat Kufang Sehat.

d. nilai kredit 0|sampai dengan kurang dari 51 diberj predikat

Tidak Sehat.
ol
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DIREKSI | . Halaman 13 .
BANK INDONESIA

BAB IV

PENUTUP
Pésal 14

Pelaksanaan latacata penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana
-diatur dalam Surat Keputusan ini berlaku mulai penilaiah bulan April
1997.

Pasal 15

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan
dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tatacara Penilaian
Tingkat Kesehatan|Bank dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Surat Keputusan ipi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalamn Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal ;30 April 1997

Z DIREKSI
g BANX INDONESIA

‘Mansjurdin Nurdin Heru Soepraptano
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Lampiran 1 SK DIR. BI Nomor 30/ Il /KEP/DIR tanggal 30 April 1997

FAKTOR - FAKTOR YANG DINILAI DAN BOBOTNYA

Faktor yang dinilai Komponen Bobot

1. Permodalan Rasio mpdal terhadap aktiva tertimbang | - 25%
menurut |risiko

2 Kualitas 30%
Aktiva : : _
Produktif a. Rasio aktiva roduktif  yang 25%
‘ diklasifikasikan terhadap aktiva
produktif

b. Rpsio penyisihan penghapusan 5%
aktiva produktif yang dibentuk
terhadap penyisihan penghapusan
aktiva produkuf yang wajib

dibentuk
3. Manajemen 2%
a. Manajemen Umum 10%
b. Manajemen Risiko 15%
4, Rentabilitas 10%

asio laba terhadap rata-rata 5%
olume usaha

R

v

b. Rasio biaya operasional terhadap 5%
peadapatan operasional

D Likuiditas . 10%
a. Rasio kewajiban bersih Call 5%
Money terhadap aktiva lancar
dalam” rupiah
b. Rasio kredit terhadap dana yan 5%
diterima oleh bank dalam rupiah
dan valuta asing
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Lampiran 2 SK DIR BI Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

" I. MANAJEMEN UMUM

A. STRATEGI / SASARAN

w)

B.STRUKTUR

PERTANYAAN / PERINYATAAN MANAJEMEN

Bank mempunyai strategi usaha yang berfungsi sebagai pedoman umum yang

memadai dalam mencapai misi

Bank mempunyai rencana jang

sasaran umauirm.

ka panjang 5 tahunan (corporate plan) yang jelas,

dan sekurang-kurangnya men¢akup bidang permodalan, penghimpunan dana,

penyaluran dana, pemberian
perluasan jaringan kantor, dan

Dalam menetapkan rencana ke

kemampuan intern dan faktor

Implementasi kegiatan bank se

Bank scnantiasa memantau

menyesuaikan kebijakan dalam

Bagan organisasi mencermink
secara berjenjang beserta fung

Pelaksanaan tugas-dan pekerj
description) yang tertulis secar

Posisi-posisi strategis dijabat o
persyaratan jabatan (job requir

jasa lain, pengembangan produk perbankan,
pengembangan SDM. '

rja tahunan manajemen bank telah memperhatikan
kstern yang mempengaruhi usaha bank.

ama 1 tahun mengacu pada rencana kerja.

perkembangan pasar untuk menetapkan atau
rangka memanfaatkan peluang.

in seluruh kegiatan bank, susunan kepengurusan
i-fungsinya.

pan didasarkan pada uraian tugas pekerjaan (job
a spesifik dan jelas.

eh orang-orang yang memiliki kualifikasi dengan

ement) yang memadai.
g
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gasian wewenang yang jelas untuk masing-masing
tercermin pada kegiatan operasionalnya.

Koordinasi dan rentang kendali pada satuan kerja mencerminkan keadaan yang

pengaturan likuiditas dilaksanakan sesuaj dengan

Kegiatan operasional pengumpulan dana (termasuk penerbitan  surat-surat

berharga, pinjaman luar negeri dan lain lain) telah dilaksanakan sesuaj dengan

Kegiatan operasional dari pgnanaman dana (seperti kredit, surat-surat berharga,

anakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis,

Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun
tepat waktu serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Kegiatan operasional pemasaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang
berlaku dan mengikuti sister] dan prosedur yang tertulis serta tanggap terhadap
perubahan faktor-faktor kompetisi dan inovasi baru di pasar.

operasionalnya bank memiliki sistim informasi

manajemen yang dapat menunjang pengambilan keputusan secara efisien dan

stim Informasi) oleh bank minimal telah memuat
an ketentuan Bank Indonesia,

derivatif dilaksanakan sesuaj dengan sistem dan

audit intern sesuai dengan yang ditetapkan dalam

-9, Bank memiliki sistem pendele
tingkatan manajemennya yang
10.
wajar. '
C.SISTEM
‘1. Kegiatan operasional kas dhn
sistem dan prosedur tertulis
12.
sistem dan prosedur tertulis.
13.
forex dan lain lain) telah dilaks
14.
1,
16. Dalum menjalankan kegiatar
efektip.
17. Penggunaan TSI (Tehnologi Si
aspek pengamanan sesuaj deng
18. Kegiatan operasional transaksj
prosedur yang tertulis,*)
i Bank telah menerapkan fungsi
SPFAIB (Standar Pelaksanaan

Fungsi Audit Intern Bank).
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Digital Repositary Universitas Jember

Fee base income telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dengan

memperhatikan faktor risiko.

secara obyektif dan terbuka sesuai dengan sistem

Sistem pendidikan dan pelatihan memberi kesempatan pengembangan pegawai

sarkan pada sistim penilaian yang obyektif dan
ng jelas dan pelaksanaan promosi dilakukan atas

pada sistem yang obyektif dan terbuka.

an yang bersifat operasional dilakukan oleh pihak
d (spirit) untuk mentaati ketentuan yang berlaku
memiliki ketrampilan dan menguasai bidang tugas

a memiliki kemampuan manajerial (managerial

21. Penerimaan pegawai dilakukan
dan prosedur yang berlaku.

22,
secara memadai.

23.  Penilaian kinerja pegawai dida
terbuka.

24.  Bank memiliki jenjang karir ya
dasar sistem yang obyektif dan terbuka.

25, Penggajian pegawai dirlasarkan

KEPEMIMPINAN

26. Pengambilan keputusan-keputus
manajemen secara independen.

2 Manajemen bank memiliki itikd
tanpa rekayasa.

28. ~ Pimpinan bank pada umumnya j
yang dikelolanya.

2o Pimpinan bank pada umumny
skill).

30.  Pimpinan bank menyajikan pe

kepada otoritas pengawas (Ban]

rkembangan dan kondisi bank secara transparan

Kk Indonesia).
3 %3(
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31,

D2

34,

35

BUDAYA KERJA

36.

38.

39,

40.

‘masyarakat,

Digital Repositary Universitas Jember

Praktek pengambilan keputysan dari pimpinan berjalan secara efektif dan efisien.

Pimpinan bank berupaya mengasah kemampuan diri (continually learn) agar
mampu memenuhi tuntutan atas kemampuan diri yang semakin meningkat.

Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta
senantiasa melakukan langk3h-langkah perbaikan yang diperlukan.

Manajemen senantiasa menerapkan kebijakan dengan letap memperhatikan prinsip

kehati-hatian dan keterbukahn dalam rangka memelihara tingkat kepercayaan

Efektivitas pengawasan Detvan Komisaris termasuk Dewan Audit terhadap
manajemen bank.,

Komunikasi antara pimpinan dengan bawahan berjalan secara efektif.

Direksi dan karyawan sendntiasa disiplin dan memilikj komitmen dalam
melaksanakan pekerjaan.

Sarana kerja (physical workipng environment) mendukung terciptanya suasana
kerja yang sehat.

Kekompakan antar karyawan |(esp-it de corps) mendorong terciptanya prestasi
kerja yang baik.

Loyalitas karyawan’ terhadap| perusahaan yang cukup tinggi dalam rangka
mendorong produktivitas kerjal

s %A
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A. RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDIT)Y

4].

44,
45,
46,
47.
48.
49.

50.

Digital Repositar

Bank telah mengantisipasi kem
penanaman dana.’

Sumber pendanaan bank tidak
antar bank.

Bank dalam mengelola dan
rentabilitas.

y Universitas Jember

RISK)

ngkinan terjadinya "mismatch" antara sumber dan
tergantung kepada dana yang labil, seperti dana

mengendalikan likuiditas tidak mengorbankan

Bank memonitor seluruh fasilitas nasabah yang belum ditarik dalam rangka
memelihara kecukupan penyediaan dana.

Bank melakukan pemantauan ¢
tempo untuk mencegah kemun

Bank melakukan pemaitauan d4
secara akurat.

lan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh
pkinan timbulnya kesulitan likuiditas.

n pencatatan terhadap seluruh kewajiban kontinjen

Bank melakukan pemantauan tdrhadap perbedaan tingkat suku bunga penanaman

dan pendanaan.

Bank memperhitungkan kesesy
penanamannya.

Bank memelihara secondary
berharga yang mudah diperjual

Penjualan aset bank dengan ¢
dilakukan dan dicatat sesuai kef

aian jangka waktu antara sumber dana dengan
eserve dengan mengutamakan pada surat-surat
pelikan guna menjamin kebutuhan likuiditasnya.

ira sekuritisasi atau penjualan aset secara repo
entuan.

SW%
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B. RISIKO PaSAR (MARKET RISK)

S1.
52;
53.
54.
38y

56.

ik

58.
59.

60.

61.

RISIKO KREDIT (CREDIT RISK

Digital Repositary Universitas Jember

Bank sekurang-kurangnya set ap bulan mengevaluasi perkembangan tingkat suku
bunga pasar dalam menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.

- Bank melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas portofolio aktiva

produktifnya.

Bank secara berkala mengevaluasi perkembangan harga pasar surat berharga dan
melakukan "mark to market"|terhadap posisinya.*) '

Bank secara berkala melakuKan penilaian terhadap posisi aktiva / pasiva valuta
asingnya dengan kurs yang tgrakhir (mark to market).*)

DBank melakukan "hedging” terhadap posisi valas berjangka yang terbuka.*)
Bank melakukan penilaian s¢cara berkala dengan kurs yang terakhir (mark to
market) terhadap posisi valas berjangka yang terbuka, termasuk transaksi

derivatif.*)

Bank melakukan review secgra berkala terhadap produk yang ditawarkan dan
sebelum produk baru ditawarkan telah dilakukan pengkajian secara matang.

—

Dalam memberikan kredit Bank melakukan analisis yang mendalam terhadap
proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan.

b

Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan
kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.

Bank melakukan peninjauan fdan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai
prosedur yang telah ditetapkan.

Penyelesaian kredit bermasal
(Kebijaksanaan Perkreditan I

nh dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan KPB
Bank).

¥
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62.
63.‘
64.
65.

. RISTKO OPERASIONAL (OPERATI

G0.
67.
68.
69.
70.
71.

2.

23

Digital Reposita

Banl: dalam membeli surat berh
penerbit atau memperhatikan rat

Bank menetapkan batasan (limit)
untuk setiap debitur, '

Bank meminta jaminan yang cu
termasuk derivatif atas nama na{

Bank melakukan analisa terhadaj
stand by L/C termasuk aval dan

Bank memiliki satuan-satuan k
ditetapkan dalam KPB.

Proses persetujuan kredit dilaks3
telah ditetapkan dalam KPB.

Dalam pemberian kreditnya bank
kegiatan usaha tertentu.

Bank menerapkan kebijaksanaan

berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Keputusan pemberian kredit dila
ditetapkan.

Bank = melakukan pemantauan
menghindari pelanggaran batas 1

Bank tidak menetapkan persyar:
kepada pemilik/pengurus bank.

Penghapusbukuan kredit macet d
KPB.

ry Universitas Jember

arga melakukan penilaian terhadap kemampuan
ing dari SSB tersebut. ‘

yang jelas seluruh fasilitas termasuk valuta asing
kup dalam melakukan transaksi valas berjangka
abah (margin deposit).*)

p kemampuan debitur dalam penerbitan garansi,
endosment.

ONAL RISK)

erja yang mengelola perkreditan sebagaimana
nakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang
memperhitungkan penyzbaran/alokasi atas dasar
pembentukan penyisihan penghapusan piutang
kukan oleh pejabat sesuai wewenang yang telah
terhadap eksposure individual debitur untuk
naksimum pemberian kredit.

i
tan yang lebih ringan untuk pemberian fasilitas

laksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam

L



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

74.

5.

76

7Y,

78.

19,

80.

81.

83.

84,

Digital Repositar

- (profesional) dan sesuai pros

Dalam pemberian fasilitas
terhadap kemampuan nasa
berwenang. *)

Transaksi valas dilakukan ‘bleh dealer yang menguasai bidang
(profq_sional).*)

‘Bank melaksanakan penyelg
telah disepakati, akurat dar

y Universitas Jember

L/C serta akseptasi Wesel Impor dilakukan analisa
bah dan persetujuan diberikan oleh pejabat yang

L}

tugasnya

saian transaksi valas (scttlement) sesuai dengan yang
tepat wakru, *)

Bank memiliki sarana dan fumber informasi yang memadai untuk melaksanakan
transaksi valas dan money market. *)

Dalam melakukan transaksi
Jelas antara kegiatan transak

Dalam melakukan transaks;
batasan jumlah dan nilai dag
- masing-masing transaksi (t
- masing-masing dealer (dea

valas terdapat pemisahan tugas dan wewenang yang
si dan kegiatan pencatatan, *)

valas bank memiliki batasan (limit), yang mencakup
i

ransaction limit);

ler limit);

- masing-masing counterparty (counterparty limit);

serta batasan-batasan lain ya
Transaksi derivatif dilaksana
Terdapat laporan harian tran
pimpinan secara akurat dan

SKAI (Satan Kerja Audit
terhadap transaksi valas term

Dewan Audit telah berfungsi

Satuan Kerja Audit Intern

ng berlaku umum dalam transaksi valas. *)

kan oleh petugas yang menguasai bidang tugasnya
edur yang berlaku. *)

saksi valas dan derivatif yang disampaikan kepada
Epat waktu, *) '

Intern) bank melaksanakan audit secara berkala
Asuk transaksi derivatif, *)

sesuai dengan SPFAIB.

memiliki auditor intern yang menguasai bidang

tugasnya dan telah menjalankan fungsinya sesuai dengan SPFAIB,

*
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85.
86.
87.

88.

89.

90.

RISIKO HUKUM (LEGAL RISK)

91.

9

93.

94.

dengan SPFAIB.

Digital Repositary Universitas Jember

Satuan Kerja Audit Intern memijliki independensi dalam melakukan audit sesuai

Pimpinan bank senantiasa melakukan tindak-lanjut (follow-up) secara efektif
terhadap temuan audit yang d'ilz_kukan.

Dewan Audit dan SKAI mcmphnyai komunikasi yang baik dalam melakukan .

tugasnya.

Bank memiliki komite yang

mengkoordinasikan fungsi komputerisasi bank

(steering committee TSI) yang secara strategis menangani aspek penyelenggaraan
TSI bank secara menyeluruh, tefmasuk pemantauan dan penilaian terhadap kinerja

operasiona'nya.

Bank memiliki rencana penang
atau bencana lain yang dapat m
(Disaster Recovery Plan).

Bank nemiliki fungsi audit in
memadainya struktur pengenda

Bank memastikan bahwa selu
melanggar norma dan hukum

.

gulangan yang teruji untuk mengatasi gangguan
empengaruhi kelangsungan operasional TSI bank

tern TSI yang secara efektif dapat memastikan
ian intern pada penyelenggaraan TSI bank.

ruh kegiatan operasional yang dilakukan tidak
ang berlaku.

Bank telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan
perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang

memadai bagi bank.

Bank telah memastikan bahwh seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan

pengikatan agunan kredit telah
yang memadai bagi bank.

Bank mempunyai mekanisme

diselesaikan dan telah memberikan perlindungan

kontrol untuk memastikan keabsahan setiap surat

berharga dan dokumen berharga lainnya yang ada pada bank serta cara

penyimpanan yang aman.

, Oy
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IF. RISIKO PEMILIK DAN PENGUR]

06.

9.

- 98.

99

100.

*) Tidak ditanyakan pada bank non devisa.

* melekat dalam kegiatan usah3

Digital Reposita

ry Universitas Jember

Bank selalu melakukan konfirmasi atas transaksi - transaksi dalam jumlah besar
sebagui deteksi dini dalam menjaring transaksi fiktif.

Pengelolaan operasional bank

Pengurus bank dalam melaksa

IS (OWNERSHIP AND MANAGERSHIP RISK)

tidak tergantung pada seorang pengurus tertentu,

nakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal

yang cendcruhg menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya.

Direksi dan manajemen senior mengerti ‘secara jelas jenis-jenis risiko yang

bank yang dipimpinnya.

Pemilik bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan banknya.

Pemilik mayoritas menyerahkan pengelolaan banknya kepada manajemen yang

profesional.
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SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 30/3/UPPB TANGCAL
30 APRIL 1997 TENTANG TATA CARA PENILAIAN TINGKAT
KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-

LN

BANK INDONESIA

Digital Reposita

30/ 3 /UPPR

SURAT

ry Universitas Jember

UY

Jakarta. 30 Aprii 1997

P DARAN

Kep

nda

SEMUA BANK PERHREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Tatacara Penilaian T

Perithal’

Bersama ini disampaikan Surat
30/12/KEP/DIR tanggal 30 Aprii 19
Keschatan Bank Perkreditan Rakyat (i
Keputusan Direksi Bank Indonesia tef
kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang
Direksi.Bank Indonesia No. 26/23/KER
No. 26/6/BPPP masing-masing tanggal t
April 1997 digantikan dengan tatacara pe

Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Di

ngkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

[Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
D7 tentang Tatacara Penilaian Tingkat
briampir. Dengan ditetapkannyz Surat
sebut, maka tatacara penilaian tingkat
sebelumnya diatur dalam Surat Kepuiusan

/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia

inggal 29 Mei 1993 mulai penilaian bulan
hilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan

reksi Bank Indonesia tersebut di atas.

Adapun pokok-pokok perbedaan gntara tatacara penilaian tingkat kesehatan

Bunk Perkreditan Rakyat sebagaimana d
[ndonesia tersebut di atas dengan ketend
|. Faktor Permodalan

Berdasarkan ketentwan yang berlaku

Kewajiban Penyedinan Modal vLini

atur dalam Surat Keputusan Direksi Bank

uan vang lama adalah sebagal berikut :

Bank-bank diwajibkan untuk memelihara

wum (KPMM) sekurang-kurangnya §%.

Oleh
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(58]

Lamutan SE No. 30/53/UPPB twngeal 30 April 1997

()

L

Oleh karena itu, cara penilaian terfadap rasio moda! yang kurang dari S%
dalam ketentuan yang baru diberikan predikat kurang sehat maksimum dengan
nilai kredit 65. Perlu dikemukakan Qahwa sesuai dengan  Surat Edaran Bank
Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal|29 Mei 1993 perihal Kuaiitas Aktiva
Produktit dan Pembentukan Penyisiljan Penghapusan Aktiva Produktif, mula
akhir Desember 1996 perhilungaq besarnya modal inti Bank Perkreditan
Rakyat dalam penilaian ungkat kesehatan faktor permodalan akan dikurang;
dengan Kekurangan Penyisithan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib
Dibentuk (PPAPWD) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
(PPAP) vang telah dibentuk.

Faktor Kualitas Aktiva Produktif
Salah satu komponen dalam penilaian faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
dalam ketentuan lama yaitu perbandinjgan antara jumlah PPAP terhadap jumlah
Aktiva Produkuf yang Diklasifikasikan (APD), dalam ketentwan baru digantikan
dengan komponen jumlah PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAPWD.

[Faktor Manajemen
Penilaian [aktor manajemen yang falam Ketenan lama didasarkan pada
penilaian terhadap 125 aspek yang [terkait dengan manajemen permodalan.
kualitas aset, rentabilitas dan likl]iditas diubah menjadi penilaian yang
didasarkan pada 25 aspek dengan njemberikan penekanan pada manajemen
umum dan manajemen risiko yzm'g melekat pada berbagai kegiatan usaha Bank

Perkreditan Rakyat.”
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Lanjutan SE No

Faktor Likuiditas

Dalam penilaian faktor likuiditas

Digital Repositg

. 30/3/UPPB tanggal

__________________________________

ry Universitas Jember

30 April 1997

yang. semula hanya terdiri-dari komponen

rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima oleh Bank, ditambah dengan

komponen lain yaitu rasio Alat L
rasio kredit terhadap dana yang g
taktor likuiditas yang semula diy
rasic 110% atau lebih dan sehat dg
11

sejalan dengan penilaian terhadag

%, dalam penilaian yang bart

Pembobotan Faktor Penilaian
Faktor permodalan yang dalam
ketentuan yang baru diberi bobg

yvang semula 25% diubah menjad

Dengan dikelvarkannya Sur

148

ikuid terhadap Hutang Lancar. Pengukuran

iterima sebagali salah satu komponen dalam

ilai tidak sehat dengan nilai kredit O untuk

ngan nilai kredit 100 untuk rasio kurang dari
pengukurannya dilakukan secara berjenjang

komponen lamnnya

25%5

ketentuan lama diberi bobot daldln
LV

t 30%, sedangkar bobot fakior manajemen
1 20%

Edaran i maka Surat Edaran Nomor

26/6/BPPP tanggal 29 Mei 1993 p¢rihal Tatacara Fenilaian Tingkat Kesehatan

Bank Perkreditan Rakyat, dicabut da

Demikian agar Saudara maklg

-

URLSA

LupPrR.-

n dinyatakan tidak berlaku lagi.

.

N PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN gﬁf

PR \\l\ AN

’??v*u

Sukarfan
Kepala Urusan

e
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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INL
TANGGAL 30 APRIL 1997 Tl
PENILAIAN TINGKA

BANK PERKREDIT]

ry Universitas Jember

DONESIA NOMOR 30/12/KEP/DIR
ENTANG TATA CARA

T KESEHATAN

AN RAKYAT.
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BARNK INDO

DIKEKSI
No. 30/12 /KEP/DIR

SURAT KEH
DIREKSI BANK

TENTA

TATACARA PENILAIAN T]
BANK PERKRED]

DIREKSI BANK

Men:in:bang a. bahwa Kesehatan suatu
vang terkait, baik p{
pengguns jasa bank ma

pengawas bank;

bahwa dengan pesatny

ry Universitas Jember

NESIA

UTUSAN
INDONESIA

NG
INGKAT KESEHATAN

TAN RAKYAT

INDONESIA,

bank merupakan kepentingan semua pihak
tmilik dan pengelola bank, masvarakat

upun Bank Indonesia selaku pembina dan

a perkembangan vang terjadi di bidang

Keuangan dan perbankan maka telah terjadi perubahan yvang cukup

berpengaruh terhadap

keschatan oank, termag

bahwa oleh karena itu

Ltacara penilatan (ing

dalam Surat Kepulusat

berbagar aspek vang berkaitan dengan

uk keschatan Bank Perkreditan Rakyat;

dipandang perlu untuk menyvempurnakan
kat keschatin Bank Pakeeditan Rakyat

Dirckst Bank [ndonesia:

/

.
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DIREKSI Halaman .2
BANK INDONESIA

Mengingat = : |. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
{Lembaran Negarg Tahun {968 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2863);

2. Undang-undang Nomior 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negarq Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 34]2): )

5. Peraturan Pemerigntah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank

Perkreditan Rakyaf (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor |18,

Tamoahan Lembagan Negara Nomor 33040
4. Peraturan Pemerigtah Nomor 72 Tahun 1992 tenteng Bank
Berdasarkan Prinsip Ragi riasil (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor |19. Tambphan Lembaran Negara Nomor 3503):
MEMUTU.SKAN
Menetapkan : SURAT KEPUTU$AN DIREKSI BANK [INDONESIA

TENTANG TATACARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam ketentan ini fang dimaksud dengan Bank adalah Bank

Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Yasal 2 @ /
e S"\

:

- Nomor 7 Tahun 1972 entang Perbankan.
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DIREKSI
BANK INDONESIA

&)

Pelaksanaan penilaian

Pasal

keseh
pendekatan Kkuj

Tinzgka:

terhadap kendi

Pendekatan kuj
dilakukan deng
kuaiitas akuyv

likuiditas.
Setiap faktor v

(2), terdiri atag

dalam Lampiry

2 ayat (1)

ry Universitas Jember

Halaman 3

Pasal 2

atan Bank pada dasarnva dinilai dengan
ilitatil atas berbagai aspek yang berpengaruh

51 dan perkembangan suatu Bank.

litatif sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
in penilaian terhadap faktor-fakior permodalan.

rentabilitas  dan

p produkuf. manajemen,

ang dinilai sebagaimana dimaksud dalam avat
beberupa Komponen sebagaimana dimaksud

n 1 Surat Keputusan i,

Pasal 3

lingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

pada tahap pertama dilakukan dengan

mengkuantifikasi komponen dari masing-masing fakcor sebagaimana

cdimaksud dalam Pasa

(h

Faktor dan kon
dan Pasal 3 dib

terhadap keseh

2 ayat (2) dan ayat (3).

Persal &

ponen scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
) S
Crikan bobot sesuai dengan besarnyva pengaruh

i Bank, dan teecantum dalam: Linapuan |

Surat Keputusan int,

(2) Penilaian @f//{gff
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DI1IRERSI ) Halaman
BANK INDONESIA

—
1~

) Penilaian faktor dan komppnen dilakukan denean sistem kredit
(reward svsiem) vang dinjatakan dalam nilai kredit 0 sampai

dengan 10C.

(3)  Hasil penilaian atas dasar [bobot dan nilai kredit sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dikurangi dengan nilai
kredit atas pelaksanaan kptentuan-ketentuan vang sanksinya

dikaitkan dengan penilaiap tingkat kesehatan Bank.

Pasal 3

(1) Hasil kuantifikasi dari Kpmponen-kompoiien sebagaimana
dimaksed aian. Pasal 3| dan Pasai + dinilai lebih lanjut
dengan memperhatinan informasi dan aspek-aspek lain vang
secara  materiil  berperjgaruh  terhadap  kondisi  dar

perkembangan masing-maging laktor.

(2] Berdasarkan penilaian sebdgaimana dimaksud dalam avat (1)
duetapkan empat predika{ tingkat kesehatan Bank sebagai
berikut :

A, Sehat:
. Cukup Schat:

—

Kurang Schat;

r.

. Tiddak Schat.

-

1%l 6
Predikac pngkae keschatan Baok [yang schat atau cukup schat atau

hurang schat akan diturunkan mepjadt tdak schat apabila erdapat

A perselisthan G@K

)
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(h

Digital Reposita

ry Universitas Jember

Halaman

persalisihan intern vang dipgrkirakan akan menimbulkan kesulitan

dalam Bank vang bersangky
campur tangan pihak-pihai
(manajemen) Bank, termast
wajar vang mengakibatkan
herdiri sendiri;

“windnw dressing” dalam pep

tan;
di luar Bank dalam kepengurusan
k di dalamnyva kerjasama yvang udak

salah satu atau beberapa kantornva

nbukuan dan atau laporan Bank vang

secara materii! dapat berpdngaruh terhiadap keadaan keuangan

Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang Keliru terhadap

Bank:
praktek “bank dalam bank”™

pembukuan Bank;,

atau melakukan usaha bank di luar

kesulitan keuangan vang mgngakibatkan Ketidakmampuan urntul

memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga; atau

prakiek perbanian  lain
membahavakan Kelangsungg

kesehatan Bank.

BADB 11
PELAKSANAAN P

Faktor Perimg

4
Pasal

Penilaian terhadap lakto
-

vang menvimpang yvang dapat

r usaha RBank dan/arau menurunkan

ENTLATAN

talan

© permodalan didasarkan pada rasio

modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

sehagaimana ditur dal

Indonesia Nomor 26

i Surat Keputusan Diveksi Bank

R0KEMDIR . tentang l{L?'\\'u_]il‘r.nl

Penvediaan Maodal Mingmum Bank dan Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 26/2/1

PP entang Kewajiban Penyediaan

J
Modal ) o

3
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DIREKSI Halaman .

BANK INDONESIA

6

Modal Minimum Bank Bagi Bank Perkreditan Rakyat masing-

masing tanggal 29 Mei 1995.

(2)  Peniluian terhadap pemgnuhan KPMM ditetapkan sebagai
berikut :

& pemenuhan KPMM gebesar §% diberi predikat ~Sehat”
dengan nilai kredit 3fl, dan untuk setiap kenaikan 0.1%
dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah
i ningga maksimum }00; \ '

b. pemenuhan KPMM kphrang dari 8% sampai dengan 7.9%
diberi predikat “Kurapg Sehat” dengan nilai kredit 63 dan
untuk setiap penururan 0,1% dari pemenuhan KPMM

czbesar 7,9% nilai krddit dikurangi i dengan auninium 0.

Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Cr

Pasa

(1 Penilaian terhadap faktof Kualitas Aktiva Produkil (KAP)

didasarkan pada 2 rasio yailu :

a. rasio Aktiva Produk|if Yang Diklasifikasikan terhadap
Aktiva Produktif;

b, rasio Penyisihan Pepghapusan Aktiva Produkul vang
dibentuk oleh Bank|terhadap Penyisthan Penghapusan

Aktiva Produktil’ yang wajib dibentuk oleh Bank.

(2)  Aktiva Produktil, AktivaProduktil yang Diklasilikasikan seria
-

Penvisihan Penghapusan pktiva Produkul vang wajib dibentuk

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan

ketentuan vaneg diawe dalam Surat Keputusan Direkst Bank
!
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(1

Indonesia Nomor

Indonesia Nomor 26

26/22/KEP/DIR

ry Universitas Jember

Halaman .7

dan Surat Edaran Bank
4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif

dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Akiiva Produkti®

masing-masing terta
diubah dengan Sug
Nomor 26/167/KEH
Nomor 20/9/BPPP

Penyisihan Penghap

ngeal 29 vei 1993, sebagaimana telah
at Keputusan Direksi Bank Indunesia
‘DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia
teiitang Penvempurnaan Pembentukar

usan Akiiva Produktif masing-inasing

tanggal 29 Maret 19094,

Rasio Aktiva Produk

if Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva

rroduktit szbagaimgna dimaksud dalam ayat (1) hucuf a

sebesar 22.3% atau ipbin diberi nilai kredit 0 dan nnwik setiap

penurunaa 0.13% m

dengan maksimum |

Rasio Penvisihan Pen
oleh Bank terhadap H
vang wajib dibentuk
avat (1) huruf b seb
setiap Kenaikan 1%

dengan maksimum |

Faktor

Pénilaian techadap

Komponen vaitu

ulal dari 22.5% nilai kredi: diantbhab !

00.

ghapusan Akuva Produktif vang dibentuk
enyisithan Penghapusan Aktiva Produktil
oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam
esar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk
dimulai dari 0 nilai kredit ditambah |
00.

Manajenmen
Yasal Y
laKtor manajemen  mencakup 2 (dua)

ajenen umum  dan mun:l_jcm'un ristko.

o
denean G
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dengan  menggunaka

sebagaimana dimaksuc dal

Jumlah perlanj.'aan/pem

ierdiri atas !0 pertanyaa

ry Universitas Jember

8

Halaman
i dattar pr:rtal‘x.\'annﬁpern_\‘ataan

am Lampiran 2 Surat Keputusan ini.

vataan ditetapkan sebanyak 25 vang

n/pernyvataan matiajemen umum dan

15 perlanyaan/pern}-'amam manajemen risiko.

Skala penilaian untuk se
antara 0 sampai dengan
a. nilai & mencerminka
b. nilai 1. 2 dan 3 men

¢ nilai 4 mencerminka

1ap pertanvaan/pernyataan ditetapkan
4 denyan kriteria :

n kondisi vang lemah;

Lerminkan Kondisi aniara;

n Kondisi yvang baik.

Faltor Rdatabilitas

Pas

Penilaian terhacdap faKtof

rasio vaitu :

10

rentabilitas didasarkan pada 2 (dua)

~a. rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir

terhadap Rata-rata Yolume Usaha dalam periode yang

sama;

b. rasio Biava Operasiopal dalam 12 bulan terakhir terhadap

Pendapatan Operasional dalam periode yvana sama.

Rasio Laba Sebelum Pa

ak dalam 12 bulan terakhiv terhadap

Rata-rata  Volume Ugaha dalam  periode  yang sama

schacaimana dimaksud dalam avat (1) hurul asebesar 0% atau
B -

IlL“.llll g/
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(o)
Sk

Halaman 9 :

negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0.013%

mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum i00.

Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap
Pendapatan  Operasipnal dalam periode ‘ yang  sama
sebagaimana dimaksug dalam ayat (1) huruf b sebesar 100%
atau lebih diberi nila| kredit O dan untuk setiap perirunan

sebesar 0,08% nilai kedit ditambah | dengan m_z-.'r(simdm 100.

Faktop Likuiditas
Pasal 11

Penilaian terhadap fgktor likuiditas didasarkan pada 2 {duaj
rasio yaitu :
a. rasio Alat Likuid|terhadap Hutang Lancar;

b. rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank .

Alat Likuid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurul’ a
meliputi kas dan pepanaman pada bank lain dalam bentuk

giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada

Bank.

Flutang Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hurut a

meliputi Kewajiban Scoera, Tabungan dan Deposito.

Kredil  sebagaimana dimaksud dalam avat | hurul b

meliputi
a4, kredit yang dibetikan kepada masyarakat dikurangi dengan

bagian kredit sihdikasi vane dibiayai bank lain;

b. penanaman

@8{ !

)
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Halaman 10

b. penanaman kepadla bank lain, dalam bentuk kredit yvang

diberikan dengan|jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan:

(o]

penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit dalam

rangka kredit singikasi.

Dana iang Diterimp sebagaimana dimaksud dalam 5_\'3[ |

hyruf b meliputi

a. Depusito dan tabpngan masyarakat ; :

b. Pinjaman bukan dari bank iain dengarn jangka waktu lebih
dari 3 (tiga) bulap (diluar pinjaman subordinasi);

c. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu
lebih dari 3 bulan;

d. Modal inti: dan

Modal Pinjamar.

]

Racic Alat Likuid |terhadap Huiang Lanear sebagaimana
disvaksud 2alam aval | hurut a sebesar 0 % dibeit melzi Roedit
0 dan untuk setiap kenaikan 0,05 % nilai kredit ditambah i

dengan maksimum 00.

Rasio Kredit terhagap Dana Yang Diterima oleh Bank
sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) hurut b sebesar 115%
atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1%

mulai dari rasio [13% nilai kredit ditambah 4 dengan

maksimum 100.
Pelalisananan  Ketentuan Lain
-

o Pasal (3

Sesuni dengan Pasgl & ayal (3) pelaksanaan Ketentuan v

denuan penilaian tingkat keschatan Bank

adalah @g

sanksinya dikaitkan

(.(
5
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DIREKSI
BANK INDONESIA

L1

Halamun

adalah pelangearan terhadap ketentuan Batas Maksimum
Pemberian Kfedit (BMPK).

(2) Pelanggaran tgrhadap ketentuan BMPK sebacaimana dimaksurl

dalam ayat [(1) dihitung berdasarl:an jumiah  kumulatif
BMPK  kepada
kelompok dap pihak terkait dengan Bank, :erhadap moda!

Bank.

pelanggaran debitur individual, debiie:

(3) Pelanggearan s¢bagaimana dimaksud ayat (2) mengurangi nilai
Kredit hasil penilaian tingkat kesehatan dengan nerhitungan :

a. uniuk setiap pelanggaran BMPK, riizi kredii dikurangi 3;

dan

bl 1

untuk seticp 1% pelanggaran BMVPK nifai kredit dikurang

ref

lagi dengan 0.05 dengan maksimum 10.

BAB III
HASIL PENILATIAN

Nilai Kredit dan Predikat Tingkat Kesehatan

Pasal 13

kredit dari faktor-laktor dinilai

scbagaimana dpmaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal ||

(1)  Atas dasar 1ilai vang

diperoleh nilai

Nilar kredit ail

setelah dikurin

dalam Pasal 12

kredit eabungan,

bungan sehagiimana dimaksud datiam avat (1)

o denean nilad keedit sebasama dimaksad

diperoleh hasil penilaian tungkat Keschatan.

(3) Penilaian Gl/@{g\/
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(3) Penilaian tingkat

.-(2) ditetapkan
i:esehatan Bank
a. nilai kredit 8

. b. kredit

prediiat Cuk

nilai
2. nilal kredit
. predikat Kurg
d. nilai kredit O
Tidak Sehat.

Ketentuan-ketentuan
diberlakukan bagi B

berdasarkan Staatsbl

ry Universitas Jember

12

Halaman .

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam avat

dalam empat golongan predikat tingkat
sebagai berikut :

| sampai dengan 100 diberi predikat Sehat.
66 sampai dengan kurang dari 8! diberi
1p Sehat. -
b1 sampai dengan Kkurang dari 66 cdioear:
ng Sehat.

pampai dengan Kurang dari 51 diberi predikzi

EAB IV
PEMUTU

Pasal i4d

dalam - Surat Keputusan ini belum’

ank Desa dan Lumbung Desa vang didirikan
nd Tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun

1957 Nomor 9 dan Rijksblad Tahun (938 Nomor 3/H.

Pelaksanaan  lata
scbagaimana diatur

pentlaian bulan Apr

Surat Keputusan ini

Pasal 15

Bank
dalam Surat Keputusan ini berlaku mulai
il 1997.

y

cara  penilaian ungkat  Keschatan

Pasal 16

mulai berlaku pada tangeal ditetapkan.

Aeour (l/fg(

{

i
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Agar setiap orang mengg

Keputusan i1 dengan

Repiblhik Indonesia.

—— —————
_.,__.,.__—-‘———‘-

Mans’

ry Universitas Jember

Halaman .13

tahuinva, memernintahiian progzumeman

penempatan: va dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta
“Paca tanggai

40 Apiil 1997

A DIREKSI

: 0
_”'BANI--:_ INDONES)IA Y7

7S -
. ¢/ Qo 7R

—3

> | )
\-‘:f LL““L/VK"" &

Amid

PEN———

hrdin thardidn _Hem Sesprantano
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FAKTOR - FAKTOR YA

ry Universitas Jember

/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

NG DINILAL DAN BGBOTNY A

| i
: : . o |
\- Faktor yang dinilai Weiponen | Buobut \
B |
N o - LA
| |
| Permodalan Ratio modal terhadap aktiva-tertimbang ! 30%"
' .| menurut rigiko-
L
2. Kualitas Aktiva 30%
! Produktii ‘ o . w. 4 - )
a. Rasio gktiva vang diklasifikasikan 25%
tethadap aktiva produktif
'b. Rasio penyisihan penghapusar aktiv i 29,
produkt|f yang dibentuk Bank terhadap
oenyisihan ~ penghapusan  aktiva |
produkilf yang wajib dibentuk I
- j
|
i 3. Manajemen 20% |
'a. Manajemen Umum 10%
b. iManajemen Risiko 10%
4. Rentabilitas 10%
a. Rasio lgba terhadap total asset 5%
b. Rasio |biaya operasional terhadap 5%
pendapgtan” operasional
5 Likuiditas » 10%
a. Rasio aat likuid terhadap Hutang 5%
lancar
b. Rasio |kredit (erhadap dana yang 5%
diterimp

¢
O
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ry Universitas Jember

R tanggal 30 April 1997

MANAJEMEN BANK PERKREDITAN RAKYAT

MANAJEMEN UMUM

A. STRATEG] / 8ASARAN

B.STRUK IR

NS

3, . Pank memiliki-batasan nigas da

Karyawaunya yang tercermiii pag
G SISTEM

4. Kegiatan operasional dari pemy
sistim dan prosedur tertulis.

53 Pencatatan setiap transaksi dilaky
sesuai dengan standar akuntansi

6. Bank mempunyai sistim pengama

Rencana lerja tahunan bank digy
.selama 1 tahun.

Bagan orzamsasi yang ada telah
terdapat jabatan kosong atau
kelancaran peiaksanaan migas.

Pimpinan senantiasa melakuka
pelaksanaan kegiatan bawahanny

inakan szbaga! dasar acuan kegiatan usaha bznk

mengermninkz:: seluruh kegiatan bank din tidak
perzngkapan jabatan yang dapat menggangzu

n- wewenang .yang jelas untud ;:asing-masing

a kegirtan opcorasionainya.

erian Kredit telah dilaksanakan sesual dengan
kan secara akurat dan laporan keuangan disusun
keuangan yang berlaku.

nan yang baik terhadap semua dokumen penting.

terhadap perkembangan

n pengawasan dan

a.

£
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D. KEPEMIMPINAN

& Pengambilan keputusan-keputdsan yang bersifat operasional dilakikan olzh direksi

(S5

ecara independen.

9 Pimpinan bank komit untuk menangani permasalshan hank yang dihadapi sera
senaniiasa meia'ukan langkahilangkah perbaikan yang dipzriukan.

it Dirsksi dan karyawan mzmiljki tertib kerja yang meiiputi misiplin kerja seria
komitmzn dan’ didukung sajana kerja yang memadai dalarmi milaksanakan
pekerjaan. g

II. MANAJEMEN RISIKO
A. RISIKO LIKUIDITAS {(LTQUIDITY RISK)

11.  Bank :melakukan pemantauan gdan pencatatan tagihan dan kewszjiban yang ‘atuh
tempo untuk menceg=in kKemngjzkinan timbulnya kesclitan 'ikuiditz s,

12, Bank senantiasa memelihara likuiditas dengan baik,

B. RISIKO KREDIT‘(CREDIT RISK)

13. Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitr
untuk membayar kembali kewagjibannya.

14, Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit,
serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

L3 Bank melakukan peninjauan, genilaian dan pengikatan terhadap agunan.

-

C. RISIKO OPERASIONAL (OPCRATIONAL RISK)

1G. Bank menerapkan kebijaksanapn pembentukan penyisihan penghapusan piutang
berdasarkan prinsip kehati-hatian.

; y | | ol 1
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Bank ;1dak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus
bank unruk memperoleh fasilitas dari bank.

18.  Pimpinen senantiasa melakukan tindai:-lanjut secara efektif terhadap temuan hasil
pemeriksaan oleh Bani Indonesia.

D. KISIKO HUKUM (LEGAL RISX)

19. Perjanjian kredit telah sesuai dengan keteruan yang berraku.

20.  Pank telah memastikan bahwa.agunan yeng diterima telah memenuhi persyaratan
& ketentuan yang berlaku,

21 Banl: menatausahakan secara bdik- dan amarn blangko bilye: deposito dan buku
> *  tazbungan yang belum digunakur kkosong), dan biangio bilyet def 3sito yang telan
dicairkan dananya serta buku fabungan vang dikembalikan ke bank karern.

rekeningnya telah dimirup.
E. RISIKC PEMILIK LAN PENGURUS [OWNERSHIP AND MANAGERSHIP RISK)

Pemilik bank tidak mencampuri kegiatan operasinral sehari-hari yang cenderung

2.
menguntungkan kepentingan sendici, keluarga atau grupnya sehing22 nerugikan
bank.

23. Pemilik bank mempunyai kemjampuan dan kemauan untuk meningkatkan
permodalan bank: sehingga senanfiasa memenuhi ketentuan yang berlaku,

24, Direksi bank di dalam melaksanakian kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal
yang cenderung menguniungkap diri-sendiri, Keluarga dan grupnya, atau
berpotensi akan merugikan bank.

25. Dewan Komisaris melaksanakart |fungsi pengawasan terhadap pelikisamn fogas

‘ direksi dalam batasan tugas dan| wewenang yang jelas, yang dilakukan secaru

etektit.
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